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ABSTRAK 

Skripsi ini mengkaji tentang Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 

Terhadap Eksistensi Komunitas Arab di Ampel Surabaya Pada Tahun 1870-1930 

M. Permasalahan yang dibahas meliputi: (1) sejarah munculnya Undang-Undang 

Agraria 1870; (2) penerapan Undang-Undang Agraria 1870; (3) dampak 

penerapan Undang-Undang Agraria 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi 

Komunitas Arab di Ampel Surabaya. 

Penulisan Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian sejarah 

dengan menempuh langkah-langkah  Heuristik (Pengumpulan Sumber), Verifikasi 

(Kritik Sumber), Interpretasi( penafsiran sumber), dan Historiografi (penulisan 

sejarah). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan 

sosiologis. Pendekatan historis menjelaskan peristiwa berdasarkan waktu 

kejadiannya, dimulai dari latar belakang terbentuknya Undang-Undang Agraria 

1870, penerapan sampai pengaruhnya bagi komunitas Arab Ampel Surabaya. 

Kemudian pendekatan sosiologis mengungkap proses-proses sosial dengan 

bantuan teori perubahan sosial oleh Selo Soemardjan dan perkembangan ekonomi 

oleh Paul Alpert yang mengungkap perubahan struktur sosial sebagai salah satu 

dampak eksploitasi sumber produktif suatu Negara. Penerapan Undang-Undang 

Agraria 1870 mengakibatkan terbentuknya lapisan-lapisan sosial pada masyarakat 

Surabaya yang pada akhirnya menempatkan komunitas Arab Ampel Surabaya 

pada lapisan kedua dan berprofesi sebagai distributor ekonomi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Undang-Undang Agraria 1870 

muncul sebagai akibat adanya penyelewengan-penyelewengan pada masa Sistem 

Tanam Paksa yang bersamaan dengan berkembangnya Pemikiran liberal di bumi 

Eropa; (2) Undang-Undang Agraria 1870 diterapkan menjadi dua aturan, aturan 

tentang Agraria (Agrarische Besluit) dan pemberian Hak Erfpacht; (3) penerapan 

Undang-Undang Agraria 1870 memberikan dampak negatif berupa terbatasnya 

akifitas ekonomi dan kehidupan sosial komunitas Arab Ampel Surabaya, selain 

itu juga memberikan dampak positif berupa bersatunya kekuatan untuk melawan 

budaya yang dibuktikan dengan didirikannya sekolah-sekolah khusus Arab dan 

Pribumi. 
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ABSTRACT 

This thesis was discuss about The Influence of Agrarian Laws 1870 For 

Arabic Community’s in Ampel Surabaya Existence on 1870-1930 M. The 

problem that discused by researcher were about: (1) the history of Agrarian Laws’ 

(1870) appearance; (2) application of Agrarian Laws 1870; (3) the impact of 

Agrarian Laws’ application for social and economic’s Ampel Arabic Community. 

This writing is made by historical research method. There are four 

steps; Heuristic (sources collect), Verification (sources criticism), Interpretation 

(Sources interpretation), and Histotiography (Historical Writing). Beside that, it is 

use historical approaching and socilogis. Historical approaching explain about 

event by the time, it is start from Agrarian laws 1870 appearing, applicating, until 

its influence for Ampel Arabic Community. Then Sociological approaching 

explain about social procces with social change by Selo Soemardjan and 

economic development theories by Paul Alpert. Its explain about structural 

changing as an impact from exploited produvtive sources by a country. The 

aplication of Agrarian Laws 1870 make social layers in Surabaya community, and 

the last its change Ampel Arabic Comunity into second layer. Then they are as 

economic distributor. 

Research result can conclude that (1) Agrarian laws 1870 appear 

because of many fraud on Tanam Paksa Period, beside that liberal thinking is 

grow well in Europe; (2) Agrarian laws 1870 applicate about two rules, Agrarian 

rules (Agrarische Besluit) and giving Erfpacht rights; (3) Agrarian Laws 1870 

application are giving negative impact for Ampel Arabic Community’s economic 

and social life, beside that it is giving positive impact too, they make a power to 

against Kolonial’s cultures. They build schools for Arabic and indigenous. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dibentuknya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 memberikan 

dampak  yang cukup signifikan bagi perekonomian  Nusantara. Tidak terkecuali  

kota Surabaya yang saat itu menjadi kota yang paling maju di Hindia Belanda. 

Kemajuan ekonomi kota Surabaya tidak terlepas dari sejarah panjang 

penguasaan Kolonial Hindia Belanda atas kota tersebut. 

Kolonial Belanda datang ke Surabaya dengan alasan potensi Surabaya 

sebagai pusat perdagangan yang sangat menguntungkan. Kiprah kolonial 

Belanda dapat dilihat dari kebijakannya berupa Sistem Tanam Paksa yang 

dibentuk pada abad 19.
1
 

Pada tahun 1808 Herman Willem Daendels dijadikan gubernur jendral 

oleh Perancis sebagai penggganti gubernur jenderal sebelumnya. Peristiwa ini 

terjadi diakibatkan oleh kalahnya Belanda atas Perancis dalam perang Napoleon 

di sekitar daratan Eropa. Dengan demikian tanah jajahan Belanda juga menjadi 

tanah jajahan Perancis.
2
 

Daendels menerapkan kerja rodi di Pemerintahan Batavia dengan cara 

merebut hak-hak raja Jawa. sikap ini banyak menimbulkan perlawanan 

                                                           

1
 Nasution, Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930) (Surabaya: Pustaka, 2006), 6. 

2
 Koentjaraningrat, Manusia Dan Kebudayaan Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1971),  

35-40. 
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2 
 

diantaranya dengan sultan Banten.
3
 Untuk Surabaya Daendels menjadikannya 

sebagai benteng pertahanan dengan membangun pabrik senjata juga benteng 

Lodewijk. Selain itu ia juga menjual tanah-tanah secara teratur kepada swasta.  

Usaha-usaha Daendels ini dilakukan sebagai upaya melindungi nusantara 

dari serangan Inggris yang saat itu bermusuhan dengan Perancis. Kekuasaan 

Inggris sendiri sudah mencapai semenanjung malaya, serta untuk mengisi 

kekosongan kas negara akibat perang. Namun usaha daendels ini tidak 

membantu, Inggris dapat memasuki nusantara khususnya Surabaya tanpa ada 

perlawanan. 

Pada tahun 1830 Belanda mampu menguasai seluruh wilayah Nusantara. 

Hal ini mempermudah pihak Belanda untuk merealisasikan tujuan utamanya 

sejak pelayaran pertama, yakni memperoleh daerah tropis dan menguasainya 

supaya mendapat keuntungan.
4
 Dengan demikian Gubernur Jenderal Van den 

Bosch menerapkan cultuurstelsel (sistem penanaman) atas persetujuan Raja 

Belanda.  

Sistem ini merupakan kumpulan peraturan-peraturan, utamanya 

mengharuskan desa menyisihkan seperlima tanahnya untuk ditanami komoditi 

ekspor, yang selanjutnya hasil pertanian ini dijual kepada pemerintah untuk 

membayar sewa tanah.
5
 Komoditi ekspor yang ditanam berupa gula, kopi, nila, 

teh dan tembakau. Proses berikutnya tidak hanya diekspor secara langsung tetapi 

juga diolah terlebih dahulu. 

                                                           
3
 Denys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), 90. 

4
 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Terj. Dharmono Hardjowidjono (Jakarta: Serambi, 2008), 

183. 
5
 Robert Van Niel, Sistem Tanam Paksa Di Jawa,Terj. Hardoyo (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), 3. 
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Dalam pengolahan hasil bumi, pemerintah menyerahkan kepada orang 

yang mau mendirikan pabrik atau penggilingan. Olahan tersebut kemudian dijual 

kepada pemerintah. Dalam melancarkan aktifitas ini, pemerintah tidak hanya 

memberikan pinjaman uang kepada para kontraktor melalui perjanjian kontrak, 

tetapi juga membantu mendapatkan tenaga kerja dan bahan mentah seperti 

batang tebu. 

Kontraktor-kontraktor tersebut selanjutnya banyak yang mengalami 

pertumbuhan pesat bersanding dengan perkebunan swasta. Bahkan diantara 

mereka ada yang mulai membuka lahan penanaman baru untuk keluarganya. 

Mereka berpikir akan maju jika pemerintah tidak ikut campur tangan dalam hal 

penanaman.
6
 

Hal ini menimbulkan diusungnya ekonomi liberal di tanah Hindia 

Belanda, didukung oleh golongan liberal dalam pemerintahan. Dengan demikian 

Sistem Tanam Paksa dapat dihapuskan yang diganti dengan “politik pintu 

terbuka”. Untuk melancarkannya diusunglah Undang-Undang Agraria 

(Agrarische Wet 1870) oleh De Waal seorang menteri jajahan. 

Ekonomi liberal melalui Undang-undang Agraria 1870 memberikan hak 

khusus bagi perusahaan swasta. Mereka diberikan hak Erfpacht (Hak guna 

usaha), menyewa tanah yang belum di garap berdasarkan perjanjian kontrak 

jangka panjang dan menyewa tanah-tanah yang sudah digarap kepada desa atau 

individu penanam.
7
 Dengan demikian perkebunan yang awalnya dipusatkan di 

Jawa, perlahan diarahkan ke daerah lain seperti perkebunan tembakau di 

                                                           
6
 Ibid., 268. 

7
 Ibid., 223.      



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

Sumatera Utara, Perkebunan karet di Sumatera Timur, Perkebunan Kelapa sawit 

di Sumatera Utara, Teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara serta perkebunan 

Tebu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk wilayah Surabaya perkebunan 

gula sangat maju sehingga memajukan pula Industri Gula di Karesidenan 

Surabaya.
8
 

Akan tetapi perluasan perkebunan ini menyebabkan adanya transfer 

tenaga kerja dari Jawa ke daerah lain secara paksa. Para pekerja tidak dapat 

menghindar karena telah terikat kontrak sesuai Undang-undang Koeli 

Ordonantie yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial pada tahun 1881. Di 

dalamnya telah tertulis bahwa para kuli bekerja sesuai dengan kontrak yang 

sudah disepakati. Mereka diberi upah minim dengan beban kerja yang tinggi. 

Hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk penindasan baru yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan swasta yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kolonial 

Belanda. 

Pemberlakuan Undang-Undang Agraria tidak hanya memberikan dampak 

bagi masyarakat pribumi tetapi juga masyarakat asing seperti Komunitas Arab 

yang ada di Surabaya. Pembangunan kota Surabaya semakin gencar dengan 

fasilitas yang lengkap juga menimbulkan stratifikasi sosial. Tempat tinggal 

setiap komunitas dibedakan dengan dipisah sungai Kalimas. Sebelah barat 

sungai dihuni oleh pemukiman Eropa, sementara disebelah Timur dihuni 

Komunitas Arab dan Cina. Hal ini menyebabkan aktifitas dagang Komunitas 

Arab mengalami sedikit kehambatan, mengingat pusat aktifitas kota, baik 

                                                           
8
 Nasution, Ekoonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930), 114. 
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pemerintahan maupun ekonomi berada di pemukiman etnis Eropa.
9
 Dari 

masalah inilah merasa perlu dilakukan penelitian sehingga penulis mengambil 

judul “Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 Terhadap Eksistensi 

Komunitas Arab Di Ampel Surabaya Pada Tahun 1870-1930 M”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah munculnya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 

1870? 

2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Agraria(Agrarische Wet) 1870? 

3. Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 

1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab Ampel Surabaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, 

maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan sejarah munculnya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 

1870 

2. Memaparkan bagaimana penerapan Undang-Undang Agraria (Agrarische 

Wet) 1870  

3. Mendeskripsikan pengaruh ditetapkannya Undang-Undang Agraria 

(Agrarische Wet) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab 

Ampel Surabaya. 

                                                           
9
 Nanang Purwono, Mana Soerabaia Koe (Surabaya: INTI Grafika, 2006), 26.  
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah: 

1. Sebagai sumbangsih terhadap research (penelitian) tentang sejarah 

dibentuknya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870 

2. Dapat dijadikan bahan referensi di Perpustakaan Fakultas Adab dan 

Humaniora, maupun perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya dalam bidang kajian Sejarah Peradaban Islam  

3. Dengana adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis.  

a. Secara teoritis adalah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

mengenai pengaruh ditetapkannya Undang-Undang Agraria (Agrarische 

Wet) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab Surabaya, 

dan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya 

b. Secara Praktis adalah untuk menambah bahan informasi bagi penulis 

dan pembaca yang ingin mengetahui tentang pengaruh ditetapkannya 

Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870 terhadap kondisi sosial-

ekonomi komunitas Arab Surabaya. 

E. Pendekatan Dan Kerangka Teoritik 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan pendekatan 

historis dan sosiologis. Pendekatan historis menurut Hasan adalah suatu seni 

yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan 

penentuan waktunya, temanya manusia dan waktu, permasalahannya adalah 

keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi 
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pada manusia dalam suatu waktu.
10

 Pendekatan historis dilakukan dengan cara 

menelusuri sumber-sumber pada masa lampau baik berupa dokumen, arsip, atau 

prasasti yang dapat membantu merekonstruksi kembali sesuai waktu dengan 

urutan yang tepat. Sedangkan pendekatan sosiologis menggunakan ilmu bantu 

sosial yang merupakan ilmu sosiologi sehingga dapat membantu 

mengungkapkan proses-proses sosial
11

. Menurut Ibnu Khaldun manusia 

diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu 

membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga 

kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah 

keharusan.12 Dari sini peneliti mencoba mengungkapkan berbagai peristiwa yang 

melatar belakangi ditetapkannya Undang-Undang Agraria 1870 serta 

penerapannya dengan menggunakan sumber primer dari Arsip. Arsip yang 

peneliti peroleh berisi tentang kandungan Undang-Undang Agraria 1870 dan 

penerapanya yang terdapat pada staatsblad atau lembar negara Hindia Belanda 

Tahun 1870.  Dan menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengungkapkan 

hubungan antar pihak yang terkait dalam pembentukan Undang-Undang Agraria 

1870. 

Selain pendekatan historis dan sosiologis peneliti juga menggunakan 

teori perubahan sosial dan perkembangan ekonomi untuk mengatur konstruk 

berpikir dalam mengungkapkan masalah yang menjadi titik penelitian. Secara 

umum perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai terjadinya perubahan dari 

                                                           
10

 Hasan Usman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), 46. 
11

 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 12. 
12

 Ibnu Khaldun, Muqadimah, Terj. Akhmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 14. 
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satu kondisi tertentu ke kondisi yang lain dengan melihatnya sebagai gejala yang 

disebabkan oleh beberapa faktor.  

Menurut Garth dan C. Wright Mills perubahan sosial merupakan apapun 

yang terjadi baik itu kemunculan, perkembangan, dan bahkan kemunduran 

dalam kurun waktu tertentu terhadap peran, lembaga, ataupun tatanan yang 

meliputi struktur sosial. Selo Soemardjan mengemukakan perubahan sosial 

adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 

dalam suatu masyarakat, di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem 

sosialnya.
13

 Perubahan sosial yang dimaksud mencakup nilai-nilai dan pola-pola 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Termasuk 

pembahasannya adalah perubahan sifat masyarakat Pribumi yang awalnya 

sangat setia dan percaya kepada bupati mereka, namun seiring waktu mulai 

terkikis. Kepemilikan tanah yang semula individu menjadi komunal sehingga 

mengakibatkan tidak munculnya tuan tanah yang besar, semuanya terbagi rata 

merupakan salah satu dari sekian sebab munculnya Undang-Undang Agraria. 

Di sisi lain dengan perubahan yang ada ekonomi Hindia Belanda mulai 

meningkat terutama gula sejak diterapkannya Undang-undang Agraria 1870, 

ditandai dengan perluasan perkebunan yang semula hanya di Jawa 

dikembangkan sampai pulau Sumatera dan tingginya angka ekspor hasil bumi. 

Masyarakat Jawa atau pribumi yang sebelumnya bekerja di bidang pertanian 

sejak saat itu lebih memilih bekerja sebagai buruh pabrik akibat berkembangnya 

ekonomi uang.  

                                                           
13

 Selo Soemardjan, Perubahan Sosial Di Yogyakarta (Depok: Komunitas Bambu, 2009), 15. 
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Sementara itu pembangunan struktur kota menyebabkan munculnya 

kebijakan baru oleh pemerintah kolonial. Mereka menerapkan stratifikasi sosial 

antar ras di Surabaya. Perbedaan ini utamanya dilihat dari kulit. Ras kulit putih 

(Eropa) menempati pemukiman yang modern dan terus berkembang, di sisi lain 

kelompok ras pribumi, Arab, Cina, dan Melayu menempati pemukiman yang 

kurang dinamis. 

Pertumbuhan ekonomi pasca diterapkannya Undang-Undang Agraria 

1870 juga dapat dilihat dari teori perkembangan ekonomi. Dalam karya Ekonomi 

Surabaya Pada Masa Kolonial 1830-1930 yang ditulis oleh Nasution 

mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi merupakan suatu proses sejarah 

yang kompleks, yang didalamnya terdapat faktor-faktor ekonomi dan non 

ekonomi yang saling mengait. Menurut Paul Alpert perkembangan ekonomi 

memiliki tujuan untuk mengeksploitasi seluruh sumber produktif oleh suatu 

negara dalam rangka meningkatkan pendapatan riil. 

PBB juga mengeluarkan pendapat tentang perkembangan ekonomi. 

Perkembangan ini tidak hanya meliputi segi ekonomi saja tetapi juga perubahan 

sosial, budaya, serta kelembagaan. Dengan demikian perkembangan yang 

dimaksud peneliti meliputi kebutuhan materil,  perbaikan kondisi sosial 

kehidupan masyarakat, serta perubahan stuktur sosial.
14

 

 Pemerintah kolonial dan perusahaan swasta memegang tampuk ekonomi 

pasca Undang-Undang Agraria 1870. Ekspor hasil bumi semakin meningkat 

                                                           
14

 Nasution, Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930), 11. 
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apalagi dengan bantuan berdirinya perusahaan-perusahaan swasta. Namun 

perlahan posisi pribumi sebagai tuan tanah dan produsen hasil bumi mulai 

terkikis, yang ada hanya pribumi sebagai tuan tanah sementara pengusaha swasta 

menjadi produsen. Pribumi yang tidak memiliki tanah akan memilih bekerja 

sebagai buruh pabrik, meskipun kadang ada juga yang dipaksa bekerja sebagai 

tenaga di perkebunan-perkebunan di luar Jawa Keadaan ini lama-kelamaan 

terlihat tidak lain merupakan eksploitasi dan  penindasan gaya baru.  

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sejenis yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat Arab Islam Di Ampel Surabaya Dalam Struktur Kota Bawah 

Tahun 1816-1918 skripsi yang ditulis oleh Maslakhatul Khurul Aini, UIN 

Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana 

kondisi Masyarakat Arab Ampel semenjak dibentuknya struktur kota bawah 

pada masa Daendels. Struktur kota Bawah merupakan pemisahan 

pemukiman antara ras Eropa, pribumi, dan ras asing seperti Arab, Cina, dan 

Melayu. 

2. Kajian Sejarah Maritim: Peranan Sungai Kalimas Sebagai Jalur 

Perdagangan Dan Pengaruhnya Bagi Etnis Arab Di Surabaya Tahun 1902-

1930 M ditulis oleh Ahmad Agus Ubaidillah, UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Pembahasan pokok dalam penelitian ini adalah terkait pembangunan 

pelabuhan Kalimas untuk melancarkan perdagangan. 
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3. Komunitas Masyarakat Arab di Ampel Surabaya: Sejarah Munculnya 

Masyarakat Arab DI Ampel Surabaya ditulis oleh Anik Mukardaya, UIN 

Sunan Ampel Surabaya. Kajian pada penelitian ini difokuskan kepada 

sejarah dan latar belakang munculnya Komunitas Islam Arab di Ampel 

Surabaya.  

Dari ketiga penelitian di atas belum ada penelitian yang membahas 

tentang dampak Undang-Undang Agraria 1870.  Baik terhadap kehidupan sosial 

ekonomi pribumi maupun Komunitas Arab Surabaya.  

G. Metode Penelitian 

Dalam membuat karya ilmiah perlu digunakan metode untuk membantu 

menemukan dan menghasilkan karya yang sesuai. Metode sendiri merupakan 

cara, jalan atau petunjuk teknis dalam melakukan proses penelitian.
15

 Penelitian 

sejarah sudah pasti menggunakan metode sejarah dimana metode ini akan 

membantu menyelidiki permasalahan dengan cara mengaplikasikan jalan 

pemecahan dari pandangan historis. 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai Pengaruh Undang-Undang 

Agraria 1870 terhadap eksistensi Komunitas Arab di Surabaya pada akhir abad 

ke-19 sampai awal abad 20, penulis mengacu pada tahapan-tahapan yang 

diusung metode sejarah, yakni pengumpulan sumber (heuristic), kritik sumber 

(verifikasi), penafsiran atau analisa (interpretasi), dan penulisan sejarah 

(historiografi). Untuk langkah-langkahnya lebih detailnya adalah sebagai 

berikut: 

                                                           

15
 Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, 53. 
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1. Pengumpulan sumber (heuristic) 

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan suatu proses 

mengumpulkan sumber untuk mendapatkan data-data sejarah, baik yang 

berasal dari sumber primer maupun sekunder.
16

 Data yang diperoleh penulis 

meliputi sumber tertulis, seperti arsip dan buku. 

a. Sumber Primer, adalah sumber sejarah baik berupa dokumen, foto 

maupun prasasti yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, 

perorangan, kelompok, dan organisasi.
17

 Data primer yang diperoleh 

penulis berasal dari Badan Arsip jagir Wonokromo, adalah sebagai 

berikut: 

1) Staatsblad tahun 1870 nomor 55, berisi tentang uraian Undang-

Undang Agraria yang juga merupakan tambahan ayat-ayat baru 

pada pasal 62 Regerings Reglement Hindia Belanda tahun 1845. 

2) Staatsblad  tahun 1870 nomor 118, berisi tentang pemberian hak 

erfpacht di Jawa dan Madura.  

3) Staatsblad tahun 1854, berisi tentang Regerings Reglement Hindia 

Belanda tahun 1845 (Undang-Undang awal sebelum ada tambahan 

pada tahun 1870). 

b. Sumber sekunder, merupakan data yang yang diperoleh dan  

dikumpulkan oleh peneliti  dari sumber-sumber yang telah ada, baik 

berupa buku-buku hasil penelitian, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. 

berikut sumber sekunder yang berhasil penulis gunakan untuk 

                                                           
16

 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 69. 
17

 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi (Jakarta: Pt Raja Grafindo 

Persada, 2004), 29. 
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membantu merekonstruksi kembali pengaruh Undang-Undang Agraria 

1870: 

1) Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya  ditulis oleh Boedi 

Harsono. Dari buku ini penulis mendapatkan banyak informasi 

tentang sumber primer yang dibutuhkan. 

2) Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial 1830-1930, ditulis oleh 

Nasution. Buku ini membahas tentang ekonomi pemerintah dan 

pribumi Surabaya, juga etnis asing di Surabaya. Data mengenai 

ekspor-impor hasil bumi banyak penulis dapatkan dari buku ini. 

3) Sistem Tanam Paksa Di Jawa ditulis oleh Robert Van Niel. Buku 

ini membahas keseluruhan dari sistem tanama paksa yang juga 

merupakan penyebab dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 

1870. 

4) “Komunitas Arab: Kontinuitas Dan Perubahannya Di Kota 

Surabaya 1900-1942”, Jurnal Masyarakat Dan Budaya oleh La Ode 

Rabani dan Artono.  

5) Referensi lain seperti buku, jurnal dan artikel-artikel dari Internet 

2. Kritik Sumber (verifikasi), merupakan proses penelitian dan peninjauan 

kembali sumber-sumber yang digunakan, apakah isinya benar-benar 

autentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Kritik sumber dibagi menjadi 

dua: 
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a. Kritik ekstern, adalah melihat sumber yang dipakai apakah dapat 

dipercaya keasliannya, melihat sisi luar buku seperti penulis, penerbit, 

tahun terbit, juga sumber lain yang mendukung dalam penulisan buku 

tersebut. Dalam hal ini penulis melihat segi pustaka sumber yang 

mendukung ditulisnya suatu buku, apa benar memiliki hubungan 

dengan dibentuknya Undang-Undang Agraria 1870 juga penulis buku 

apa benar orang yang memiliki pemahaman sesuai dengan masalah 

yang diteliti penulis. Dari sini penulis dapat mengetahui bahwa sumber-

sumber yang penulis gunakan masih memiliki keterkaitan dengan apa 

yang penulis teliti, karena dari pustaka yang mereka gunakan berasal 

dari sumber primer langsung berupa arsip juga artikel-artikel Belanda. 

Selain itu pengarang buku-buku yang dijadikan sumber sekunder juga 

tokoh yang memiliki bidang keilmuan yang sesuai. Diantaranya ada 

prof. Boedi Harsono yang merupakan pakar dan guru besar Hukum 

Agraria. Mengenai Arsip yang digunakan, penulis mengkritik dari segi 

fisik dokumennya, karena ditemukan banyak kertas yang rapuh 

sehingga ada beberapa kata yang hilang. Akan tetapi untuk 

melengkapinya penulis menggunakan materi pada buku atau sumber 

sekunder dengan pengarang yang profesional pada bidang Hukum 

Agraria. 

b. Kritik intern, merupakan proses pengkajian dari sisi materi buku atau 

sumber. Cara yang dilakukan biasanya ada dua: pertama, penilaian 

instrik dari sumber-sumber, kedua, membanding-bandingkan kesaksian 
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satu sumber dengan sumber yang lainnya. Mengenai Arsip Staatsblads 

penulis meyakini merupakan dokumen asli karena memang tercantum 

pada lembaran negara. Ia juga menggunakan Bahasa Belanda dan 

mencantumkan nama gubernur yang menjabat saat itu. Seperti pada 

Arsip Staatsblad nomor 55 tertulis pada bagian akhir ditetapkan oleh 

gubernur De Waal. Kemudian untuk sumber sekunder penulis 

mendapati beberapa buku yang penjelasannya tidak mengikuti 

sistematika urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Untuk 

memahaminya memerlukan tingkat fokus yang cukup tinggi, sehingga 

didapatkan pemahaman yang utuh. 

3. Penafsiran (interpretasi), adalah mencari hubungan antara berbagai fakta 

dan data. Proses ini sering dikaitkan dengan kemunculan subjektifitas dalam 

karya sejarah. Pendapat ini tidak selalu benar karena dalam merekonstruksi 

sejarah kembali, sejarawan harus mengikuti metodologi yang di tetapkan, 

terutama mencantumkan sumber data yang didapat.
18

 

Data yang diperoleh penulis ditafsirkan menggunakan teori perubahan sosial 

dan perkembangan ekonomi. Teori perubahan sosial tepatnya digunakan 

dalam menjelaskan penyebab dimunculkannya Undang-Undang Agraria dan 

pengaruhnya terhadap etnis Arab Surabaya. Mengenai kemajuan ekonomi 

yang berhasil dicapai pasca undang-Undang Agraria penulis menggunakna 

teori perkembangan ekonomi. 

                                                           
18

 Suhartono W. Pranoto, Teori & Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 55. 
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4. Historigrafi, merupakan tahapan penulisan sejarah. Menulis sejarah tidak 

hanya sekedar menyusun fakta dan data hasil penelitian, tetapi juga 

menuangkan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta 

hasil penelitian, oleh karena itu membutuhkan kemahiran dan kecakapan. 

Muin Umar dalam bukunya yang berjudul “Historiografi Islam” 

mengungkapkan bahwa penulisan sejarah harus disertai uraian mengenai 

pertumbuhan, perkembangan, dan kemunduran sehingga akan didapat 

urutan kronologis yang tepat.
19

 

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan 

Sinkronik dan diakronik. Pendekatan sinkronik  (urutan peristiwa) penulis 

gunakan untuk menjabarkan latar belakang terbentuknya Undang-Undang 

Agraria sampai kebijakan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap 

Komunitas Arab di Surabaya. Sementara itu untuk menjelaskan proses 

pertumbuhan ekonomi Komunitas Arab dari awal datangnya di Surabaya 

sampai melemahnya perekonomian pada awal abad ke-20 penulis 

menggunakan pendekatan diakronik (urutan waktu). 

H. Sistematika Bahasan 

Pembahasan dalam karya skripsi ini penulis bagi kedalam beberapa bab 

untuk mempermudah memahaminya. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, 

untuk lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut :  

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, 

                                                           
19

 Muin Umar, Historiografi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 1. 
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pendekatan dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan yang berisi sub bab dalam penelitian ini. 

Bab kedua, membahas tentang sejarah munculnya Undang-Undang 

Agraria 1870. Terdiri dari dua sub bab, yaitu latar belakang munculnya Undang-

Undang Agraria 1870 serta isi dan tujuan Undang-Undang Agraria 1870. 

Bab ketiga, membahas tentang dampak penerapan Undang-Undang 

Agraria (Agrarische Wet) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat 

pribumi Jawa dan pengusaha swasta.Yang terdiri dari dua sub bab, yaitu tentang 

pemberian Hak Erfpacht (Hak guna usaha), serta perluasan perkebunan dan 

komposisi tenaga kerja. 

Bab keempat, berisi tentang dampak penerapan Undang-Undang Agraria 

(Agrarische Wet) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab Ampel 

Surabaya. Bab ini memiliki dua sub bab yaitu, kerugian yang diterima komunitas 

Arab serta Keuntungan bagi Komunitas Arab sebagai dampak penerapan 

Undang-Undang Agraria 1870.  

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian ini. Berisi tentang 

kesimpulan dan saran yang penulis harapkan. Juga dapat diambil manfaat 

sehingga menjadi penelitian yang bermakna.  
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BAB II 

SEJARAH MUNCULNYA UNDANG-UNDANG AGRARIA 1870 M 

 

A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Agraria 1870 M 

1. Sistem Tanam Paksa Dan Penyelewengannya 

Pada tahun 1820-an Belanda mampu menguasai kembali seluruh 

wilayah Nusantara setelah beberapa tahun dikuasai oleh Inggris. Semasa 

Pemerintahan Inggris, ekonomi Nusantara lebih mengarah kepada ekonomi 

Liberal dengan penerapan pajak tanah. Namun hal ini tidak dapat 

berkembang dengan baik karena tidak sesuai dengan struktur sosial 

masyarakat Jawa yang sangat feodal. Keadaan ini yang memberi Van Den 

Bosch ide untuk mengusulkan sistem penanaman hasil bumi yang cocok 

bagi pasar Eropa sebagai ganti sistem pajak tanah atau yang biasa disebut 

dengan Sistem Tanam Paksa.
20

   

Selain ingin mengisi kekosongan kas negara akibat peperangan yang 

terjadi seperti perang Diponegoro dan lepasnya Belgia dari Belanda, Bosch 

juga ingin menjadikan Jawa sebagai aset yang menguntungkan tanah air. 

Bosch akhirnya mengajukan rencana ini kepada Raja Belanda. Belanda 

sendiri datang ke Nusantara dengan tujuan utamanya sejak pelayaran 

pertama, yakni memperoleh daerah tropis dan menguasainya supaya 

                                                           
20

 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1993), 305. 
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mendapat keuntungan.
21

 Dengan demikian Gubernur Jenderal Van den 

Bosch menerapkan cultuurstelsel (sistem penanaman) atas persetujuan Raja 

Belanda dan tiba Jawa pada Januari 1830. Tahun ini kemudian disebut 

sebagai tahun muncul dan dilaksanakannya Sistem Penanaman atau Sistem 

Tanam Paksa. 

Sistem ini merupakan kumpulan peraturan-peraturan, utamanya 

mengharuskan desa menyisihkan seperlima tanahnya untuk ditanami 

komoditi ekspor, yang selanjutnya hasil pertanian ini dijual kepada 

pemerintah untuk membayar sewa tanah.
22

 Komoditi ekspor yang ditanam 

berupa gula, kopi, nila, teh dan tembakau. Dengan penanaman wajib 

tersebut masyarakat desa tidak wajib membayar pajak tanah dalam bentuk 

uang tetapi diganti dengan penyerahan hasil bumi sesuai hitungan pajak 

tanah yang asli. 

Pembayaran pajak yang dilangsungkan pada masa ini sebenarnya 

bukan hal yang baru. Sejak masa Rafless sistem pajak ini biasa disebut 

dengan sewa tanah karena pada masa itu penguasa diklaim sebagai pemilik 

semua tanah. Untuk dapat berkebun masyarakat harus membayar sewa tanah 

kepada pemerintah. Bosch sejak awal memang berniat untuk melanjutkan 

apa yang sudah pernah ada. Penyerahan hasil bumi kepada pemerintah 

sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Jawa. Keadaan ini yang 

digunakan oleh Bosch dalam melangsungkan rencana kerjanya. Selain untuk 

memperoleh keuntungan Sistem Tanam Paksa juga dimotivasi oleh 

                                                           
21

 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Terj. Dharmono Hardjowidjono (Jakarta: Serambi, 

2008), 183. 
22

 Robert Van Niel, Sistem Tanam Paksa Di Jawa,Terj. Hardoyo (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), 3. 
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keinginan menyejahterakan masyarakat. Esensi dari sewa tanah pada Sistem 

Tanam Paksa sendiri bukanlah benar-benar menghapus sistem perpajakan, 

akan tetapi merubah bentuk dari pembayaran uang menjadi hasil bumi atau 

produk tananaman dagang. Kasarannya sistem ini mengajak masyarakat 

berpikir nilai dari tanaman dagang harus cukup untuk membayar sewa tanah 

desa agar tidak dipungut biaya tambahan. Akan tetapi jika nilai hasil bumi 

melebihi biaya sewa akan dikembalikan kepada masyarakat.
23

 

 Dalam menangani masalah administratif ini, Bosch menggunakan 

organisasi desa sebagai wahana yang paling tepat untuk meningkatkan 

produksi tanaman dagang. Kalau tanah dan tenaga di pedesaan merupakan 

sumber daya utama bagi produksi, maka faktor penggeraknya juga perlu 

dicari dalam lingkungan desa. Organisasi desalah yang dapat dimanfaatkan 

secara efektif, ialah seperti terwujud dalam lembaga pemilikan tanah serta 

hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya; lembaga pengerahan tenaga 

kerja dengan sistem sambatan, gotong-royong, gugur-gunung atau kegi-aji; 

ikatan komunal yang menjadi hakikat solidaritas desa. Sesuai dengan hal itu 

ialah bahwa proses produksi perlu dipimpin oleh kepala desa, yang memiliki 

kepemimpinan paling efektif di lingkungan desa. Namun akibatnya ikatan 

feodal di desa semakin kuat.
24

 

Penggunaan pejabat desa menambah lingkup administrasi 

pemerintahan, akibatnya pemerintah kolonial menambah pegawai Eropa di 

pedalaman-pedalaman. Tugas utamanya adalah mengawasi tingkah laku 

                                                           
23

 Niel, Sistem Tanam Paksa Di Jawa, 18. 
24

 Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, 307. 
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pejabat desa atau bupati beserta bawahannya dan menerima laporan untuk 

dilanjutkan keatasan.  

Sistem Tanam Paksa dapat berjalan karena adanya 4 pihak yang 

secara tidak langsung mengambil keuntungan masing-masing. Yang 

pertama adalah para pejabat desa yang mempunyai kekuasaan di wilayah-

wilayah terbatas secara regional. Kedua adalah perwakilan lokal negara 

kolonial Belanda yaitu para pegawai atau residen. Ketiga merupakan para 

pengusaha swasta yang dibutuhkan Bosch utamanya untuk industri gula. 

Keempat adalah negara kolonial sendiri di Batavia.  

Bagi pejabat desa Sistem Tanam Paksa memberi mereka status, 

keamanan, otoritas politik, jaminan perlindungan keturunan yang berasal 

dari dukungan pemerintah kolonial Belanda dengan sarana-sarana 

persentase penanaman. Untuk pegawai lokal Sistem Tanam Paksa juga 

memberikan banyak peningkatan dalam pendapatan melalui mekanisme 

persentase penanaman, serta sarana menggunakan otoritas mereka secara 

lebih luas dan mendalam daripada sebelumnya. Dengan Sistem Tanam 

Paksa pengusaha swasta merasa tersediakan sumber modal, jaminan 

persediaan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan menjamin harga-harga 

serta pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah kolonial sendiri Sistem 

Tanam Paksa menyediakan mekanisme untuk menghubungkan kekuasaan 

para pelaku yang lain terutama dalam memobilisasi tenaga kerja dan petani 
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Jawa sehingga keinginan tunggal yang dipikirkan sejak awal unutk 

mendapat uang mendatangkan hasil.
25

 

Pihak-pihak ini agaknya memanfaatkan hak dan wewenang mereka. 

Sebagai stimulus pelaksanaan Sitem Tanam Paksa, pihak pemerintah 

kolonial memberikan kultur procenten (prosenan tanaman) kepada para 

petugas, baik residen maupun pejabat desa dengan jumlah sebesar persenan 

tertentu dari harga hasil Tanam Paksa yang terkumpul di wilayahnya. Hal 

ini menimbulkan kecenderungan untuk memaksa rakyat berusaha mencapai 

target apabila perlu dengan tambahan pekerjaan atau areal penanaman.
26

 

Yang lebih menyedihkan lagi mereka mengerjakan lahan masih dengan cara 

tradisional.  

Walaupun Sistem Tanam Paksa hanya mewajibakan seperlima tanah 

untuk ditanami tanaman dagang, namun dalam prakteknya pejabat desa 

memaksa masyarakat untuk memenuhi target penanaman dengan 

mengerahkan tenaga kerja untuk menanam Tanaman dagang, akibatnya 

produksi pangan sendiri terbengkalai dan menimbulkan bencana kelaparan. 

Bencana ini menjadi masalah serius karena kelemahan pemerintah kolonial 

mengawasi para petugas administrasi baik di desa maupun pegawai Eropa. 

Antara tahun 1843 dan 1848 tercatat penurunan jumlah penduduk di suatu 

kabupaten dari 336.000 menjadi 120.000 akibat kelaparan. Di kabupaten 

lain tercatat dari 89.500 menjadi 9000 jiwa. Pada periode ini produksi beras 

                                                           
25

 R.E. Elson, “Dari State Ke State: Rezim Yang Berubah Dari Produksi Ekspor Petani Pada 

Pertengahan Abad Ke-19 Di Jawa”, dalam Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, ed., J. Thomas 

Lindblad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 148. 
26

 Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, 317. 
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dan ekspor menurun, dari rata-rata f4.29 juta menjadi 3.27 juta. Sementara 

itu kebutuhan impor naik dari f233.000 menjadi f612.000.
27

 Di sisi lain para 

pejabat desa terkesan berusaha dengan berbagai cara, baik secara jujur 

maupun curang, mengambil keuntungan bagi diri sendiri lewat pembayaran-

pembayaran khusus, hak-hak kepemilikan tanah jabatan, dan pemerasan 

kecil-kecilan dengan mengorbankan kaum buruh-tani.
28

  

Bagi pihak pengusaha swasta Sistem Tanam Paksa memberikan 

banyak potensi untuk mencari keuntungan, apalagi andil mereka dalam 

perkonomian memang sudah lama terjadi. Dalam surat Kabinet yang ditulis 

oleh Bosch tidak mengutarakan dengan gamblang bagaimana teknis Sistem 

Tanam Paksa. Hanya fokus kepada penanaman seperlima tanah untuk 

tanaman dagang dan penyerahan hasil bumi tersebut sebagai ganti sewa 

tanah. Ia menyerahkan penafsiran lebih kepada para penguasa yang dekat 

dengan rakyat baik pejabat atau bupati desa. Dari sini para administrator 

melakukan perjanjian kontrak langsung dengan masyarakat desa mengenai 

penyerahan hasil bumi sebagai pajak atau sewa tanah. Dalam surat untuk 

Residen Surabaya dan Residen Besuki pada bulan yang sama Bosch 

mengungkapkan ketidakpeduliannya apakah kontrak yang dibuat itu untuk 

mendapatkan uang atau sewa tanah, asalkan kontrak tersebut memuat 

semangat instruksi-instruksinya mengenai penanaman tanaman dagang. Ia 

memberi petunjuk jelas dalam surat kepada residen-residen Semarang dan 

Rembang bahwa sewa tanah atas lahan sawah dapat dipenuhi oleh 

                                                           
27

 Ibid., 312. 
28

 Niel, Sistem Tanam Paksa Di Jawa, 151. 
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penanaman tebu, asalkan pohon dan panen tebu ini sesuai dengan penilaian 

sewa tanah yang selama ini dijalankan. Tetapi dalam surat kepada Residen 

Cirebon dan Residen Pasuruan ia mengungkapkan bahwa “desa yang 

menanam seperlima dari tanahnya dibebaskan dari sewa tanah untuk seluruh 

tanah yang ada di desa itu dan sebagai tambahan memperoleh seperempat 

jumlah hasil bumi yang ditanam dalam bentuk uang.  

Kemudian lagi surat untuk Residen Kedu mengungkapkan adanya 

perintah perluasan penanaman nila. Berbeda lagi dengan surat yang 

ditujukan untuk Nyonya Goldman dan Bousquet, anggota-anggota Dewan 

Hindia yang mempunyai hubungan dekat dengan pejabat tinggi di tanah air. 

Surat tersebut berisi tentang kesediannya untuk melanjutkan sistem kontrak 

yang telah diberlakukan dan membahas sejumlah rincian kuota tenaga kerja 

perorangan dalam berbagai aspek produksi gula. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa kontrak yang dilaksanakan lebih ke arah perorangan, bukan dengan 

desa.
29

 Hal demikian pula yang menimbulkan banyaknya penyelewengan 

terhadap pemungutan dan pembayaran hasil panen tanaman dagang.
30

 

Menanggapi kondisi ini Bosch menyerahkan nota kepada Direktur 

Budidaya Tanaman tertanggal 14 Januari 1832. Dalam surat ini 

diperkenalkan penanaman Tembakau, nila dan pengembangan tebu di 

distrik Surabaya. Bosch mengatakan bahwa seperlima tanah yang ditanamai 

tanaman dagang bisa diperluas dengan menanam tanaman-tanaman baru 

tersebut. Hal ini diharapkan dapat menutup kekurangan pembayaran sewa 

                                                           
29

 Ibid., 23. 
30

 Ibid., 24. 
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tanah. Tentu saja hal ini perlu dengan kesepakatan penduduk desa terlebih 

dahulu. 

“[...] peraturan tentang pengerjaan seperlima dari tanah untuk 

pembayaran sewa tanah seharusnya tidak diartikan secara umum bahwa 

adalah cukup menanami seperlima tanah supaya dibebaskan dari sewa 

tanah. Pemahaman tersebut adabahayanya karena tanaman akan diabaikan 

dan lahan yang kurang subur dipilih untuk penanaman, dan dengan 

demikian pemerintah mengalami kerugian amat besar. [...] Sebagai 

akibatnya, hasil bumi kerap tidak dapat mendekati pemenuhan sewa tanah. 

Jadi, para residen harus diberi kebebasan tertentu untuk mendapatkan lebih 

dari seperlima tanah garapan, jika mereka dapat mencapai persetujuan 

dengan penduduk pribumi.”
31

 

 

 

Pembayaran pajak tanah berupa penyetoran hasil bumi dalam masa-

masa selanjutnya dirasa memberatkan pihak pemilik tanah. Sistem ini 

mungkin hanya menguntungkan pemilik tanah luas atau yang kaya saja. Hal 

ini menimbulkan banyak tuan tanah menyerahkan tanahnya kepada desa. 

Hak-hak tanah sejak berlakunya Sistem Tanam Paksa menjadi lemah 

sebagai akibat dari kebijakan Sistem Tanam Paksa sendiri. Banyak hak-hak 

tanah jatuh ke tangan penghuni baru. Tanah-tanah yang berada di sekitar 

pabrik diberikan hak miliknya kepada pabrik tersebut. Sebagai gantinya 

penduduk disekitar pabrik diberikan tanah yang jauh dari pabrik. Hal ini 

tentu semakin menguntungkan pihak pengusaha swasta, mengingat 

pemilihan tanah sebagai tempat didirikannya pabrik adalah tanah-tanah yang 

subur untuk penanaman tebu. Pendirian pabrik memang sengaja didekatkan 

dengan lahan penanaman tebu supaya mengurangi biaya pengangkutan dari 

lahan ke pabrik.  

                                                           
31

 Surat Kabinet No. 77, 14 Januari sebagaimana dikutip oleh Niel dalam Sistem Tanam Paksa Di 

Jawa, 25. 
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Dalam pengerjaan kegiatan pabrik yang semakin meningkat, dimulai 

dari penanaman, panen, pengangkutan, pemrosesan dan lain sebagainya 

membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Dengan ini mulai dibuka 

tenaga kerja pabrik yang dibayar dengan uang. Mengenai penanam tebu 

pihak pabrik biasanya menyerahkan kepada perseorangan dengan tetap di 

awasi. Mereka mengerjakan sebidang tanah yang dekat dengan pabrik dan 

diberikan kebebasan mengaturnya sendiri.
32

 Peristiwa ini menjadi alasan 

mengapa ekonomi yang diusung Sistem Tanam Paksa tidak berhasil 

menciptakan kekuatan-kekuatan dan pertumbuhan ekonomi yang prima. 

Sistem ini menumbuhkan pemikiran yang selalu padat karya dalam hal 

produksi bagi masyarakat pribumi, sedang bagi pengusaha swasta 

menumbuhkan pikiran padat modal. Dualisme ini yang menjadikan sesama 

pihak selalu dalam lingkup saling membutuhkan, jika satu pihak hilang 

maka pihak yang lain akan ikut menghilang walau tidak dalam waktu cepat. 

Sebelum disahkannya Sistem tanam Paksa, pengusaha swasta sudah 

lalu lalang dalam bidang perekonomian Nusantara.  Mereka merekrut 

karyawan-karyawan pabrik dari masyarakat yang tidak memiliki tanah. 

Sebagia gantinya pihak pabrik yang akan membayar sewa tanah kepada 

pemerintah. Hal ini diperlancar dengan keputusan pemerintah yang 

menghapus perjanjian kontrak dengan masyarakat desa terkait perkebunan 

gula. Namun semenjak ditetapkannya Sistem Tanam Paksa, andil pengusaha 

                                                           
32

 Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, 318. 
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swasta mulai dikurangi. Bahkan tidak diizinkan untuk ikut mengatur 

perjanjian kontrak dengan desa. 

Perlu diketahui pula Sistem Tanam Paksa dengan mengagungkan 

tanaman dagangnya tersebut  yang di sisi lain menghambat kebutuhan 

pangan masyarakat ternyata tidak dapat bertahan lama. Komoditas Tanam 

Paksa yang masih berlanjut di masa-masa krisisnya sistem ini hanyalah 

Tebu dan kopi yakni terakhir pada tahun 1919. Choniceal terakhir ditanam 

pada tahun 1861, teh dan lada pada tahun 1863, tembakau pada tahun 1864, 

dan Indigo atau nila pada tahun 1865.
33

 Penanaman tebu membawa beban 

yang sangat berat bagi rakyat oleh karena menuntut pengolahan tanah yang 

intensif, pengairan, pemeliharaan sampai dengan panen yang banyak 

memakan waktu dan tenaga. Salah satu penyebab bencana kelaparan juga 

akibat penyelenggaraan tebu dan padi sulit diatur karena menggunakan 

tanah sama. Seringkali penanaman padi tidak dapat dimulai dengan tepat 

karena menunggu sampai tebu dapat ditebang.
34

  

Pengerahan tenaga untuk mengerjakan Tanam Paksa tidak jarang 

melampaui batas-batasnya, seperti rakyat disuruh pergi jauh dari desanya 

untuk mengerjakan penanman indigo selama berbulan-bulan, juga untuk 

menanam kopi.
35

 Sedangkan dalam pembayarannya banyak diundur-undur. 

Sebab terjadinya adalah bedanya corak pembayaran tenaga kerja 

berdasarkan Tanaman dagang. Dalam penanaman kopi pembayaran akan 

                                                           
33

 Elson, “Dari State Ke State: Rezim Yang Berubah Dari Produksi Ekspor Petani Pada Pertengahan 

Abad Ke-19 Di Jawa”, dalam Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, 144. 
34

 Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, 313. 
35

 Ibid., 312. 
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diberikan langsung kepada individu atau orang yang mewakilinya. 

Pembayaran ini dibakukan di seluruh Jawa kecuali Priangan yang tetap 

menggunakan sistem lama, sebesar 25 gulden per pikul dikurangi 10 gulden 

untuk sewa tanah pada lahan kopi yang ditanami petani dan 3 gulden  untuk 

melunasi biaya transportasi dari gudang setempat ke gudang pusat. Di 

daerah penanam nila, para penanam seharusnya mendapat bayaran saat setor 

daun nila ke pabrik-pabrik kecil di sekitar tempat tinggal mereka, walaupun 

dengan upah yang minim dan sering kurang menentu. Di daerah-daerah 

gula, pembayaran untuk tebu yang ditaksir di ladang dan diberikan langsung 

kepada para penanam yang benar-benar merawat dan memanen tebu. 

Tingkat pembayaran berbeda-beda menurut tempat, tetapi pada umunya 

berkisar tiga setengah gulden per pikul gula yang kadang-kadang 

dibayarkan lama setelah pekerjaan diselesaikan dan jelas membuka peluang 

manipulasi bagi pejabat desa dan para administrator Eropa.
36

 

2. Pengaruh Pemikiran Liberal  

Sistem Tanam Paksa dengan penyelewangannya telah memunculkan 

rasa tidak suka  kaum Liberal Eropa baik yang berada di Jawa maupun 

Belanda terhadap personalisme, favoritisme, dan otokrasi sistem kolonial di 

Jawa. Rasa ini tidak lain didasari oleh kepentingan mereka sebagai pengusaha 

swasta di Jawa yang menginginkan menyewa tanah namun selalu ditampik 

oleh pemerintah kolonial. Pengusaha swasta yang tinggal di Jawa tentu 

mempunyai posisi lebih baik dalam memahami bagaimana masalah 

                                                           
36

 Niel, Sistem Tanam Paksa Di Jawa, 149. 
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sesungguhnya dan apa yang dapat dilakukan. Peranan pengusaha swasta 

semakin besar sejak beroperasinya modal mereka dalam perekonomian gula 

sebagai hasil dari perjanjian kontrak gula, yang mana  perjanjian tersebut 

menghentikan pemerintah untuk memberi uang muka. Di Jawa terdapat 

jaringan keluarga kolonial yang terkait berkelindan dengan pemerintah, 

perjanjian kontrak sewa tanah swasta dan sewa tanah pemerintah, kantor 

dagang swasta, dan dengan pemerintahan negeri Belanda. Sebagian besar 

sumber daya dan modal bagi perluasan tanaman dagang berasal dari 

persekutuan keluarga semacam itu. Para kontraktor gula ini menyadari 

sepenuhnya peranan pemerintah dalam mengatur penyerahan tanah dan 

pengerahan tenaga kerja dari desa-desa. Lama-kelamaan para kontraktor ini 

merasa dapat mengelola tanaman dagang secara lebih baik dengan 

menggunakan tenaga kerja bebas, bukan dengan tenaga kerja paksa yang 

disediakan oleh pemerintah.
37

 

Sejak tahun 1850-an dibawah pimpinan Gubernur Jenderal A.J. 

Duymaer dan Twist para pengusaha swasta diizinkan untuk mengadakan 

kontrak dengan para petani untuk penyerahan produk ekspor, menyewa 

tanah desa dan menyewa tanah yang tidak digunakan untuk perkebunan-

pekebunan.
38

 Penyewaan tanah sebenarnya diberlakukan oleh Parlemen 

bukan pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang pada 1854. Akan 

tetapi konsep penyewaan tanah penduduk  Jawa atau tanah desa bisa 

dilakukan dengan tempo maksimal 5 tahun. Keadaan ini menyebabkan 

                                                           
37

 Ibid., 188. 
38

 Elson, “Dari State Ke State: Rezim Yang Berubah Dari Produksi Ekspor Petani Pada Pertengahan 

Abad Ke-19 Di Jawa”, dalam Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, 155. 
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pengusaha swasta di masa-masa berikutnya mengusung pendapat untuk 

dilakukan perpanjangan masa menyewa tanah sampai 75 tahunan karena 

perkembangan industri mereka yang semakin pesat. Bersamaan dengan itu 

pula penggunaan tenaga kerja bebas telah dimulai. Pada periode ini dan 

sesudahnya semakin mengalami perkembangan. Hal ini didasarkan pada dua 

realita seperti dikatakan Creutzberg yang dikutip oleh Niel dalam karyanya 

Sistem Tanam Paksa. Pertama, jumlah penduduk yang pesat pada abad ke-

19 mendorong pembukaan lahan-lahan baru dan membentuk desa-desa baru 

yang menjadi tempat pemukiman penduduk. Bila dihadapkan dengan 

prospek pembukaan daerah yang belum di budidayakan untuk penanaman 

tanaman dalam konteks desa, maka sebagai mata pencaharian penduduk 

Jawa akan lebih memilih kerja upahan dalam sektor penanaman tanaman 

dagang. Kedua, diperkenalkannya mata uang secara besar-besaran sampai 

lapisan terbawah masyarakat Jawa dan diperluasnya pembangunan jaringan 

jalan telah menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru orang Jawa. 

Di sisi lain, ada juga pihak Eropa yang menyuarakan pemikiran 

Liberal untuk menuntut kemerdekaan pers, perbaikan sarana pendidikan 

bagi orang Eropa maupun Jawa, serta perluasan hak-hak demokratis orang-

orang Eropa di Jawa dan prinsip-prinsip kemanusiaan bagi orang Jawa. 

Hasil dari suara-suara kaum Liberal ini pemerintah mulai menugaskan kaum 

muda Eropa yang berpendidikan dan bercita-cita tinggi untuk bekerja 

sebagai administrator yang membantu kepentingan penduduk Jawa. Prinsip 

mereka adalah bagaimana melindungi kaum tani Jawa dari keserakahan 
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pihak-pihak pengusaha atau penguasa yang lebih tinggi baik dari kalangan 

Jawa maupun Eropa dan bagaimana memungkinkan penanaman tanaman 

ekspor bisa memperoleh tanah dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Akan 

tetapi dalam prakteknya dua hal ini seakan terus menjadi dilema yang belum 

bisa diselesaikan.
39

 

Kegagalan Sistem Tanam Paksa memang didukung dari banyak 

pihak. Dari Bosch sendiri tidak menjelaskan secara gamblang teknis 

pelaksanaannya. Kemudian dari pegawai administrasi Eropa dan bumiputra, 

kekurangan pengalaman dalam menangani pengusaha-pengusaha 

perkebunan, juga menyebabkan mereka gagal mengamati secara cermat 

keadaan lokal ketika menjalankan prinsip umum. Di sisi lain masyarakat 

jawa bersikap enggan terhadap segala hal yang baru.  

Pada tahun 1870 disebut sebagai garis batas sistem baru, karena pada 

tahun ini Menteri jajahan Engelbertus de Waal Emengesahkan Undang-

Undang Agraria sebagai awal mula dibukanya ekonomi Liberal.
40

 Isu yang 

diusung adalah aturan tentang tanah di Jawa. Peristiwa ini sebagai dampak 

dari melesatnya perkembangan industri-industri swasta juga kekecewaan 

politikus Liberal  atas eksploitasi yang terkandung dalam pelaksanaan 

Sistem Tanam Paksa. Namun motivasi  lain yang terbesit tidaklah jauh dari 

keinginan mendapat keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan 

mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Jawa. 

 

                                                           
39

 Niel, Sistem Tanam Paksa Di Jawa, 191. 
40

 Ibid., 191. 
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B. Isi dan Tujuan Undang-Undang Agraria 1870 

1. Isi Undang-Undang Agraria 1870 

Peresmian Undang-Undang Agraria mengambil isu persoalan tanah 

yang sering digaungkan oleh penguasa swasta. Pemilikan tanah tetap di 

tangan pemerintah dan penduduk Jawa, tetapi perusahaan perkebunan 

swasta dimungkinkan menyewa tanah. Pemerintah sendiri dihimbau untuk 

menarik diri dari peranannya sebagai pengusaha penanam dalam penanaman 

tebu dan melimpahkannya kepada perusahaan-perusahaan swasta. 

Sebelumnya telah dikeluarkan Undang-Undang tahun 1854 yang 

membatasi pemerintah dalam hal sewa-menyewa tanah. Undang-Undang ini 

yang selanjutnya direvisi dengan diberi tambahan sesuai isi Undang-Undang 

Agraria 1870. Untuk selanjutkan akan dipaparkan isi Undang-Undang 

sebagai berikut: 

Art. 62  

a. De Gouverneur-General mag geene gronden verkoopen. 

b. In dit verbod zijn niet begrepen kleine stukken gronds, bestemd 

tot uitbreiding van steden en dorpen en tot het oprigten van 

inrigtingen van nijverheid 

c. De gouverneur-General kan gronden uitgeven in huur, volgens 

regels, bij algemeene verordening te stellen. Onder die gronden 

worden niet begrepen de zoodanige, door de inlanders 

ontgonnen, of als gemeene weide, of uit eenigen anderen hoofde 

tot de dorpen of dessa’s behoorende.
41

 

 

Artikel 62 van het Reglement op het beleidder Regering van 

Nederlandsch-Indie wordt met het volgende aangevuld : 

a. Volgens regels, bij algemeene verordening te stellen, worden 

gronden afgestaan in erfpacht voor niet langer dan vijf-en-

zeventig jaren. 

                                                           
41

 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Publikkatie Van Wege En In Naam Des Konings Telegrafie No. 

2-79 Tahun 1854, Nomor 2 Pasal 62, 19. 
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b. De Gouverneur-Generaal zorgt, dat geenerlei afstand van 

ground inbreuk make op de regten der inlandsche bevolking.  

c. Over gronden, door inlanders voor eigen gebruik ontgonnen, of 

als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen 

behoorende, wordt door den Gouverneur-Generaal niet beschikt 

dan tenalgemeenen nutte, op den voet van art. 77 en ten behoeve 

van de op hoog gezag ingevoerde cultures volgens de daarop 

betrekkelijke verordeningan, tegen behoorlijke 

schadeloosstelling. 

d. Grond, door inlanders in erfelijk individueel gebruik bezeten, 

wordt, op aanvraag van den regmatigen bezitter, aan dezen in 

eigendom afgestaanonder de noodige beperkingen, bij 

algemeene verordening testellen en in den eigendomsbrief uit te 

drukken, tan aanzien van de verpligtingen jegens den lande en 

de gemeentee van de bevoegdheid tot verkoop aan niet-

inlanders. 

e. Verhuur of in-gebruik-geving van ground door inlanders aan 

nietinlanders geschiedt volgens regels, bij algemeene 

verordening te bepalen.
42

 

Berikut Terjemahnya: 

a. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah 

b. Dalam larangan di atas tidak termasuk petak-petak kecil tanah yang 

diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pendirian 

perusahaan industri 

c. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Tidak termasuk yang 

boleh disewakan adalah tanah-tanah kepunyaan orang-orang 

pribumi asal dari pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah 

yang sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain 

merupakan kepunyaan desa.  

 

Tambahan Undang-Undang Agraria 1870 : 

Pasal 62 Peraturan tentang kebijakan pemerintah Hindia 

Belanda dilengkapi dengan yang berikut ini: 

a. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan 

tanah dengan hak erfpacht selama waktu tidak melebihi dari tujuh 

puluh lima tahun 

b. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah 

yang melanggar hak-hak rakyat pribumi 

c. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan 

rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan 

sendiri, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat 

                                                           
42

 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870, Nomor 55, 37. 
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penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan 

desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 133 atau 

untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang 

diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-

peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti 

kerugian yang layak. 

d. Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai 

pribadi yang turun-temurun (yang dimaksudkan adalah: hak milik 

adat) atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan 

kepadanya dengan hak eigendon, dengan pembatasan-pembatasan 

yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan 

dicantumkan dalam surat eigendomnya yaitu yang mengenai 

kewajiban-kewajibannya terhadap Negara dan desa yang 

bersangkutan, demikian juga mengenai kewenangannya untuk 

menjualnya kepada non-pribumi. 

e. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada 

non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan 

ordonansi.
43

 

 

Pada masa Sistem Tanam Paksa pemerintah diangap sebagai pemilik 

semua tanah yang ada di Nusantara. Mereka menggunakan jabatan dan 

wewenangnya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan. Oleh karena 

itu pada tahun 1854 dimunculkan Undang-Undang oleh parlemen 

berpemikiran Liberal yang ditujukan kepada pemerintah kolonial. Undang-

Undang Ini menjelaskan larangannya terhadap Gubernur Jenderal dalam hal 

menjual maupun menyewakan tanah. Tanah yang dimaksud adalah tanah 

orang-orang pribumi yang diperoleh dari pembukaan hutan dan tanah-tanah 

yang dimiliki desa untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, seperti; 

tanah lapang yang digunakan untuk penggembalaan umum. Walaupun 

demikian pemerintah tetap diberi kesenggangan untuk melakukan jual-beli 

dan sewa-menyewa tanah, namun tetap dalam lingkup tujuan 

menyejahterakan masyarakat dan tanah air. Tanah yang digunakan 

                                                           
43

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2008), 34-35. 
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diantaranya yaitu tanah-tanah kecil yang dikhususkan untuk perluasan desa 

atau kota dan pembangunan perusahaan industri. Dalam praktek sewa-

menyewa dan jual-beli Tanah pribumi dapat dilakukan sendiri oleh 

perorangan yang memiliki tanah. 

Setelah itu untuk melangsungkan ide politik liberalnya, parlemen 

melengkapi Undang-Undang tersebut dengan yang datang berikutnya yakni 

Undang-Undang Agraria 1870. Undang-Undang ini memberikan kebebasan 

kepada pengusaha swasta untuk menyewa tanah terlantar milik negara 

sampai batas maksimal 75 tahun, atau yang biasa disebut dengan pemberian 

Hak Erfpacht (hak guna usaha). Dalam senggang waktu ini mereka dapat 

memperlakukannya seperti tanah milik sendiri, boleh mengenyam seluas-

luasnya dan mempergunakannya secara tidak terbatas asal penggunaannya 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau perturan-peraturan umum 

yang dikeluarkan oleh sesuatu kekuasaan yang memang berhak 

mengeluarkannya, dan tidak menggagu hak orang lain.  Hak ini biasa 

disebut dengan hak Eigendom (hak kepemilikan)
44

, dimana hak ini dapat 

diwariskan kepada anak-cucu. Undang-Undang ini juga memberikan Hak 

Eigendom kepada pribumi yang mendapat tanah secara temurun-temurun.  

Mengenai tanah-tanah pribumi yang diperoleh dari hasil pembukaan 

hutan, Undang-Undang ini memberikan sedikit perbedaan. Awalnya 

pemerintah dilarang mutlak menjual dan mempergunaknnya, namun sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 tanah-tanah tersebut boleh 

                                                           
44

 Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), 

62. 
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digunakan hanya untuk kepentingan umum, atau penanaman tanaman-

tanaman yang diperintahkan oleh penguasa dengan memberikan imbalan 

sebagai ganti rugi. Pribumi juga dapat menjual atau menyewakan tanah 

kepada non-pribumi secara pribadi dengan tetap mengikuti aturan ordonansi 

yang ada. Dalam hal ini pemerintah yang akan menjadi penjamin agar tidak 

terjadi pelanggaran hak-hak rakyat pribumi.  

2. Tujuan Diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 

Tujuan Undang-Undang Agraria 1870 telah diungkapkan oleh 

Profesor Boedi Harsono. Ia merupakan seorang pakar besar Hukum Agraria 

yang sempat menjabat sebagai Kepala Direktorat Hukum Kementerian 

Dalam Negeri serta Koordinator Hukum dan Agraria Kompartemen 

Pertanian dan Agraria RI. Ia juga yang menggagas kuliah Hukum Agraria 

sebagai mata kuliah baru dalam pendidikan hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria 

Indonesia ia menjelaskan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Agraria 

1870. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan peluang dan kemungkinan memberikan jaminan hukum 

kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia 

Belanda. Cara tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan industri-

industri dan perusahaan-perusahaan perkebunan mereka di Jawa.   

b. Melindungi hak-hak tanah penduduk agar tidak hilang atau jatuh ke 

tangan asing melalui penyewaan tanah, bukan menjual tanah kepada 

pihak asing. 
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c. Membuka kesempatan kerja yang lebih baik bagi penduduk Indonesia 

utamanya dalam bidang buruh perkebunan.
45

 

Tujuan Undang-Undang Agraria yang lain juga dikemukakan oleh 

Mr. C.C.J. Mansen dan Mr. A.PG. Hens dalam karya mereka berjudul 

Agrarische Regelign Voor Het Gouvernement Gebied Van Java En Madura 

seperti yang dikutip oleh Ali Achmad Chomzah yaitu: 

1. Memperhatikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan jalan: 

a. Memberikan tanah-tanah negara dengan hak erfpacht yang berjangka 

waktu lama sampai 75 tahun 

b. Untuk memberikan kemungkinan bagi para pengusaha untuk 

menyewakan tanah adat atau rakyat 

2. Memperhatikan kepentingan Rakyat asli, dengan jalan: 

a. Melindungi hak-hak tanah Rakyat asli 

b. Memberikan kesempatan kepada Rakyat asli untuk memproleh Hak 

tanah baru (Agrarische Eigendom).
46

 

Dari tujuan yang diungkapkan oleh dua ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah memberikan kemungkinan pengusaha swasta 

atau pribumi untuk membuka tanah yang masih berupa hutan. Bagi swasta 

tanah ini dapat dijadikan sebagai perkebunan. Penyewaan tanah ini dapat 

dilakukan dengan jangka waktu paling lama sekitar 75 tahun. Jangka waktu 

yang lama ini juga memungkinkan pengusaha swasta menyelenggarakan 

                                                           
45

 Harsono, Hukum Agraria Indonesia , 38. 
46

 Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), 54. 
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penanaman-penanaman tanaman keras yang berumur panjang dan 

memperoleh laba lebih besar daripada hak sewa. 

Sedangkan bagi pribumi tanah ini dapat didaftarkan untuk menjadi 

hak milik yang pada nantinya dapat disewakan secara pribadi kepada pihak 

swasta. Penggunaan tanah oleh swasta sebagai perkebunan dapat pula 

membuka peluang bagi pribumi untuk tempat bekerja. 
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BAB III 

PENERAPAN UNDANG-UNDANG AGRARIA (Agrarische Wet) 

1870 M 

 

A. Keputusan atau Peraturan Agraria (Agrarische Besluit)  

Merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari Agrarische Wet (Undang-

Undang Agraria 1870). Aturan ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura saja 

yang terdiri dari 3 bab: 

1. Tentang Hak atas tanah 

Dalam hak kepemilikan tanah Pemerintah yang menjadi pemegang 

perdata. Jika terdapat suatu tanah yang masyarakat tidak dapat menunjukkan 

bukti kepemilikan, maka tanah tersebut dianggap sebagai tanah negara. 

Dalam pasal 1 pada lembar negara nomor 118, disebutkan bahwa: 

Behoundens opvolging van de tweede en derde bepaling der 

voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, 

waarop niet dor anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein 

van de staat is.
47

 

 

Jika diterjemahkan: 

Dengan tetap memenuhi ketetapan dalam pasal nomor 2 dan 3 pada 

Agrarische Wet, jika terdapat tanah yang individu atau masyarakat 

tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendom, maka menjadi 

domein (milik) negara.
48

 
 

Pasal ini awalnya hanya ditujukan untuk daerah Jawa dan Madura 

saja, namun di masa-masa selanjutnya diterapkan pula di daerah-daerah lain. 

Pernyataan ini (Domein Verklaring) oleh banyak pihak dikatakan sebagai 

                                                           
47

 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870, Nomor 118 Pasal 1, 37. 
48

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2008), 42. 
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perampasan hak-hak masyarakat pribumi. Namun telah diungkapkan dalam 

pasal 519 dan 520 KUUHPdt, bahwa setiap bidang tanah selalu ada yang 

memiliki. Jika individu atau pihak lain tidak menjadi pemilik tanah, maka 

tanah tersebut dimliki oleh Negara. Pemerintah disini bertanggung jawab 

sebagai pemegang perdata dimana Negara sebagai pemiliknya. Jika suatu 

tanah di sewa oleh perorangan atau lembaga, maka pemberian tanah ini 

berarti memindahkan hak milik dari Negara kepada perorangan atau 

lembaga yang tersebut. Negara tidak memberikan hak eigendom kepada 

penyewa, tetapi hak eigendom Negara dipindah tangankan kepada penyewa 

dengan pembayaran harga sewa kepada Negara.
49

 

Tanah-tanah pribumi yang dilindungi gubernur jenderal sebagai hak 

milik mereka meliputi: tanah perorangan yang berhasil dibuktikan sebagai 

hak milik seperti sawah dan tanah yang dianggap sakral. Pada tanah-tanah 

tersebut pemerintah membuatkan sertifikat untuk melindungi hak-hak 

pribumi. Dengan demikian masyarakat pribumi dapat menyewakan 

tananhnya kepada pengusaha swasta secara pribadi. Bila hal ini terjadi dapat 

diartikan hak eigendom pribumi dipindahkan kepada penyewa selama waktu 

yang ditentukan dengan membayar biaya sewa kepada pemilik tanah. 

Yang tidak termasuk tanah negara, menurut Pemerintah Hindia 

Belanda adalah sebagai berikut: 

a. Tanah-tanah daerah Swapraja (kesultanan atau kerajaan) 

b. Tanah-tanah yang menjadi Eigendom orang lain 
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 Ibid., 43. 
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c. Tanah-tanah Partikelir 

d. Tanah-tanah Eigendom Agraria 

Yang dimaksud Eigendom Agraria adalah hak yang bertujuan 

untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia asli atau pribumi, suatu 

hak yang kuat atas sebidang tanah.
50

 Sedangkan tanah partikelir 

yaitu  tanah yang dimiliki orang-orang swasta Belanda dan orang-orang 

pribumi yang mendapat hadiah tanah karena dianggap berjasa kepada 

Belanda. 

2. Tentang pelepasan Hak 

Hal ini mengacu pada pasal 2 Agrarische Wet. Yaitu mengenai 

tanah-tanah kecil yang tidak bertuan. Tanah ini boleh digunakan untuk 

perluasan kota atau pendirian industri.
51

 Persyaratannya tanah tersebut 

luasnya tidak boleh lebih dari 10 bau dengan tetap memperhatikan hak 

masyarakat pribumi. 

3. Tentang peraturan campuran 

Peraturan ini dirumuskan dalam lembar negara pasal 19 dan 20 

nomor 118.
52

 Di sini pemerintah membedakan peraturan bagi penduduk 

Jawa-Madura dan yang berada di luar Jawa-Madura. Untuk Jawa-Madura 

seperti yang telah disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya, salah satu 

contohnya yakni pasal 1 yang kemudian baru diberlakukan untuk seluruh 

daerah. 

                                                           
50

 Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004),  

63. 
51

 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870, Nomor 118 Pasal 18, 37 
52

 Ibid., Nomor 118 pasal 19-20, 37. 
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Mengenai daerah Jawa-Madura masih ada perbedaan bagi kota 

Swapraja seperti Yogyakarta dan Surakarta.  Tanah yang ada di dua kota ini 

dapat diberikan kepada orang atau badan hukum yang tunduk pada Hukum 

Barat oleh Pemerintah Swapraja yang bersangkutan dengan hak-hak Barat 

dan bahwa di daerah-daerah tersebut juga bisa ada tanah-tanah yang dihaki 

dengan hak-hak barat. Dalam hal ini pemerintah kota Swapraja bertindak 

sebagai penguasa. Sedangkan peraturan untuk luar Jawa pemerintah 

memberikan peraturan sebagai berikut: 

“Alle woeste gronden in de Gouvernementslanden op...berhooren, 

voorzoover daarop door leden der inheemsche bevolking geene aan het 

ontginningsrecht ontleende rechten worden uitgeoefend, tot het 

Staatsdomein. Over dit tot het Staatsdomein behoorende gronden, berust 

behoudens het ontginningsrecht der bevolking, de beschikking uitsluitend 

bij het Gouvernement.”
53

 

 

Maksud dari pasal ini adalah semua tanah kosong dalam wilayah 

pemerintahan adalah milik Negara. Negara yang memiliki wewenang untuk 

menggunakan atau memindah tangankan hak eigendom kepada pihak lain. 

Untuk menjaga hak-hak pribumi pemerintah mengecualikan bagi tanah yang 

sudah diusahakan oleh pribumi asal pembukaan hutan. Peraturan ini 

utamaya ditujukan untuk wilayah Sumatera. 

B. Penerapan Hak Guna Usaha (Hak Erfpacht) 

Hak Erfpacht merupakan isu yang sangat keras digaungkan oleh Undang-

Undang Agraria 1870. Dalam pasal 720 dan 721 KUUHPdt, hak 

Erfpacht  adalah hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya 

untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban 

                                                           
53

 Harsono, Hukum Agraria Indonesia,  43. 
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membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun  atau biasa disebut 

sebagai hak guna usaha dalam penyewaan tanah rakyat.
54

 Hak ini ditujukan 

untuk orang-orang Eropa.  

Semenjak ditetapkannya Undang-Undang Agraria 1870 gubernur 

jenderal yang menentukan dasar-dasar tanah kepemilikan pribumi. Apakah tanah 

yang selama ini digunakan masyarakat pribumi dapat diakui kepemilikannya 

atau tidak. Jika tanah tersebut diterima gubernur jenderal menjadi hak milik 

seseorang, maka orang tersebut akan mendapat hak eigendom. Diantara tanah-

tanah yang diakui menjadi kepemilikan pribumi adalah sawah-sawah mereka, 

tanah yg biasa digunakan dengan sesama anggota desa atau tanah desa, bukan 

tanah di luar desa, dan tanah yang ditambahkan pemerintah dengan maksud 

adanya perluasan atau pembangunan kota. 

Kemudian untuk tanah-tanah di luar desa akan dianggap milik 

pemerintah. Tanah ini yang selanjutnya disewakan oleh pemerintah kepada 

orang-orang Eropa atau pengusaha swasta. Aturannya luas tanah ini hanya 

sekitar 500 bau dengan batas sewa dari 5 sampai 90 tahun. Tanah yang 

ditawarkan dengan jangka waktu panjang adalah tanah yang digunakan untuk 

bidang pertanian, peternakan, dan produksi. Untuk pembangunan pekerjan air 

yang menggunakan pipa perlu membutuhkan izin khusus dari gubernur jenderal. 

Ada juga pekerjaan yang dilarang dengan menggunakan tanah sewaan, yaitu 

                                                           
54

 Ibid., 38. 
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untuk pabrik kertas dan garam.
55

 Penyewa tanah dalam jangka yang panjang 

akan dikenakan pajak umum. Dan harus taat pada aturan-aturan tersebut. 

Tidak semua tanah yang disewakan memiliki aturan yang sama. 

Pemerintah dapat menentukan aturan dan keputusan berbeda setiap tanah yang 

hendak disewakan berdasarkan tingkat manfaatnya. Untuk lebih detailnya 

pemerintah menjelaskan tanah-tanah yang memiliki aturan khusus bahkan tidak 

termasuk hak erfpacht untuk Jawa dan Madura pada lembar Negara nomor 2 

pasal 6: 

1. Tanah yang sudah menjadi hak milik orang lain dan dapat dibuktikan 

kepemilikannya 

2. Tanah yang dianggap sakral 

3. Tanah yang digunakan untuk layanan publik seperti pasar 

4. Tanah pada perkebunan pemerintah 

5. Hutan jati dan selainnya baik yang ada di suatu desa atau di luar 

6. Tanah dilapisan bawah yang tersimpan barang tambang
56

 

7. Tanah yang ditunjuk pemerintah untuk kebutuhan perluasan penanaman 

kopi.
57

 

Dari tanah-tanah di atas, terdapat pengecualian. Poin a, b, dan c dapat 

dikenakan hak erfpacht asalkan melalui perjanjian dengan perorangan dan pihak 

desa. Dalam hal ini pemerintah telah membuat peraturan agar hak-hak pribumi 

tidak hilang. Jika ingin menyewa tanah penyewa harus mendfatar ke pemerintah 

terlebih dahulu. Di tiga tahun pertama tanah-tanah ini tidak ditawarkan secara 

                                                           
55

 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203  Tahun 1870, Nomor 118 Pasal 12, 37. 
56

 Ibid., Nomor 118 Pasal 9, 37. 
57

 Ibid., Nomor 118 Pasal 9, 37. 
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umum karena ditakutkan penawaran ini akan berakhir sia-sia. Pemerintah akan 

membuka jika ada permintaan sewa jangka panjang dari orang dan kemitraan 

yang tunduk pada aturan-aturan persewaan tanah. Dengan atuaran sebagai 

berikut: 

a. Penyewa mengajukan perihal menyewa kepada pemerintah dengan 

membayar biaya sewa  

b. Mengajukan kepentingannya sebagai alasan  penggunaan tanah sewa yang 

tidak menyimpang dari aturan sebagai berikut: 

1) Tanah yang hendak disewa tidak lebih dari lima ratus bangunan jika 

didirikan di atasnya atau tidak lebih dari 500 bau 

2) Jangka waktu menyewa maksimal sampai tujuh puluh lima tahun.
58

 

3) Biaya sewa pertama harus disetorkan ke kas negeri sebelum dicatatnya 

hak Erfpacht 

4) Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 4 pasal 10, dan pasal 12 

samapai dengan 15, kewajiban membayar sewa berlaku tahun keenam 

sesudah tahun waktu dilakukan pencatatan hak. 

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut pemerintah tercatat pada 

tahun 1930 telah memberikan tanah dengan hak Erfpacht lebih dari 1.750.000 

hektar kepada lebih dari 2.200 pengusaha swasta. Tanah yang diberikan kepada 

perusahaan perkebunan di Jawa (termasuk tanah Swapraja) sekitar 150.000 
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 Ibid., Nomor 118 pasal 16, 37. 
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hektar kepada 200 pengusaha. Total keseluruhan tanah yang diberikan sekitar 

2.750.000 hektar dengan 2.900 pengusaha.
59

 

Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 telah membawa dampak bagi 

masyarakat Nusantara. Pemberian hak erfpacht kepada pengusaha swasta 

menyebabkan dibukanya perkebunan-perkebunan baru dan kebutuhan tenaga 

kerja semakin meningkat. Keadaan ini juga menjadi stimulus peningkatan pada 

kegiatan ekspor. Peningkatan bukan berarti tidak ada dampak negatif yang 

muncul. Pengerahan tenaga kerja secara paksa pada masa ini lebih membabi 

buta dari pada masa Sistem tanam Paksa. untuk selanjutkan akan peneliti 

jelaskan lebih lanjut. 

1. Perluasan Perkebunan dan Peningkatan Ekspor  

Modal swasta selama periode 1870-1942 mendominasi sektor 

perkebunan Nusantara. Komoditi yang penting di Jawa diantaranya adalah 

gula, kopi, tembakau, teh, karet, kina, dan kelapa. Masa Liberal telah 

menjadikan gula yang sudah disepakati di pegang oleh swasta sebagai 

primadona di Jawa. daerah-daerah penghasil gula adalah sepanjang pantai 

utara Jawa yang memeiliki sistem pengairan sawah yang sangat baik. 

Perkembangan di Jawa membuat pihak penguasa swasta memperluas 

perkebunan sampai ke luar Jawa. Daerah Sumatera menjadi wilayah 

perluasan yang pertama, tidak hanya dalam bidang perkebunan tetapi juga 

pertambangan. Berikut perkebunan dan pertambangan yang dimunculkan: 

a. Perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara 
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 Harsono, Hukum Agraria Indonesia, 40. 
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b. Perkebunan karet, tembakau dan kelapa sawit di Sumatera Timur 

c. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara 

d. Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara 

e. Perkebunan karet di Palembang 

f. Pertambangan timah di Riau 

g. Pertambangan minyak di Sumatera Timur 

h. Perkebunan karet di Kalimantan Tenggara 

i. Perkebunan kelapa di Sulawesi Selatan dan Utara 

Perkebunan kopi di Sumatera Timur mengalami pertambahan 

puncaknya pada tahun 1888, mencapai 148  perkebunan. Di tahun-tahun 

berikutnya jumlahnya semakin menurun akibat depresi ekonomi dunia, yang 

mencapai angka minimal 45 perkebunan pada tahun 1940. Untuk itu 

pengusaha swasta mulai mencari alternatif lain dengan memunculkan 

perkebunan-perkebunan baru. Komoditi yang diandalkan yaitu kelapa sawit, 

teh, serat manila, dan karet. Tanah-tanah yang digunakan untuk menanam 

kopi perlahan-lahan mulai digunakan untuk menanam kelapa sawit dan 

karet. Hal ini mendatangkan keuntungan, karena hanya dua komoditas ini 

yang mengalamai perkembangan pasca depresi di tahun 1921.
60

 

Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Timur mengalami 

pertambahan area tanam dari 414 hektar di tahun 1911 menjadi 157.985 

hektar pada tahun 1923. Sedangkan perkebunan karetnya mencapai luas 

284.213 pada tahun 1932 yang awalnya hanya 176 hektar di tahun 1902. 
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 R.Z. Leirissa, et al, Sejarah Perekonomian Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 72. 
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Selain perkebunan swasta sebagai akibat dari pengaruh pemikiran 

liberal muncul perkebunan rakyat di awal abad ke-20. Perkebunan yang 

berkembang mengacu pada komoditi kelapa sawit dan karet karena tidak 

membutuhkan pabrik pengolahan.  

Perkebunan karet rakyat di Sumatera Selatan dipelopori oleh orang-

orang Melayu yang sepulang dari Haji membawa buah karet untuk ditanam 

di ladang-ladangnya. Bidang ini diminati karena pengelolahan tanaman 

karet tidak jauh berbeda dengan cara mengolah tanaman di ladang biasa. 

Saat terjadi depresi ekonomi ekspor karet rakyat masih dapat bertahan. Hal 

ini terutama karena faktor resiko yang tidak terlalu berat. Pengelolaan karet 

rakyat tidak dilakukan melalui perusahaan modal besar sehingga tidak ada 

tanggung jawab pemegang saham.
61

 Berikut peneliti sajikan tabel ekspor 

karet dari Sumatera dan Kalimantan, baik dari perkebunan pemerintah, 

swasta maupun rakyat. Juga peneliti gambarkan sumbangan ekspor dari 

wilayah luar Jawa. 

 

Wilayah 
% Ekspor 

Pertama Selanjutnya 

Sumsel 14,19 33,50 

Jambi 15,59 10,67 

Bangka-Belitung 1,46 2,05 

Tanjung Pinang 2,97 2,75 

Indragiri 5,62 1,35 

Sumatera Barat 2,89 3,49 
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Bengkalis 6,22 2,88 

Tapanuli 3,92 9,38 

Sumatera Timur 5,94 5,60 

Aceh 0,61 1,20 

Kalimantan Tenggara 19,39 11,10 

Kalimantan Barat 21,09 16,03 

 

Sumbangan Luar Jawa untuk beberapa tanaman ekspor 

Nusantara dalam % 

Tahun Karet Kopi Tembakau 

1890-1894 58 10 50 

1895-1899 92 8 50 

1900-1904 96 8 40 

1905-1909 97 10 32 

1910-1914 70 5 30 

Sumber: J. A. M. Caldwell, “Indonesian Export and Production from The 

Decline of The Cultures System to The First World War”, dalam Sartono 

Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1993), 77.
62

  

Perluasan perkebunan dan pertambangan memajukan kegiatan 

ekspor di Jawa juga khususnya Surabaya. Pada tahun 1906 gula yang 

diekspor mencapai angka 473.281.650 kg dan mengalami peningkatan pada 

tahun 1910, mencapai 560.332.163 kg. Pasca Perang Dunia 1 tepatnya tahun 

1919 dan 1920 terjadi lonjakan harga gula, menyebabkan ekspor semakin 

naik. Harga gula yang diekspor Surabaya mencapai angka 69 Cent/kg. 
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 J. A. M. Caldwell, “Indonesian Export and Production from The Decline of The Cultures System to 

The First World War”, dalam Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 77 
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Produk ekspor gula memang menjadi yang paling utama, kemudian disusul 

kopi dan tembakau.
63

 

2. Aturan Tenaga Kerja Di Luar Jawa 

Perluasan perkebunan pada dasarnya memicu kebutuhan akan 

tenaga kerja. Sejak akhir masa Tanam Paksa tenaga kerja bebas di Jawa 

sudah mudah didapatkan, berbeda dengan di luar Jawa. hal ini disebabkan 

perbedaan lingkungan. Wilayah Jawa sudah terbiasa dengan tradisi 

perusahaan perkebunan yang mapan. Di sekitar kota banyak muncul 

kegiatan industrial menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat 

Jawa. Perkembangan transportasi juga telah membuka peluang  kerja bagi 

banyak orang.
64

 Hal ini tentu sangat berbeda dengan wilayah yang berada di 

luar Jawa. Tidak heran jika perkebunan di Sumatera banyak mengambil 

tenaga kerja dari Jawa. Sumatera menjadi basis imigrasi tenaga kerja dari 

Jawa. Banyak orang menganggap orang Jawa adalah pekerja yang rajin dan 

komitmen. Mereka memiliki keterampilan dalam bidang perkebunan 

sehingga bila mana mereka dipekerjakan pada perkebunan apapun akan 

mudah beradaptasi. 

Pencarian tenaga kerja Jawa ini dilakukan oleh biro imigrasi. Pada 

mulanya tenaga kerja di Sumatera hanyalah orang-orang Cina, kemudian 

disusul dengan tenaga kerja dari Jawa. Para biro imigrasi ini menawarkan 

kepada penduduk Jawa dengan cara memberikan janji-janji yang berlebihan. 
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 Nasution, Ekoonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930) (Surabaya: Pustaka, 2006), 84. 
64

 V.J.H. Houben, “Inspektorat Tenaga Kerja Dan Kondisi Tenaga Kerja Di Luar Jawa Dan Jawa 

1900-1940”, dalam Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, ed., J. Thomas Lindblad (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2002), 239. 
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Mereka mengatakan di perkebunan Deli, Sumatera semua akan mendapat 

uang dan rumah. Selain itu akan diadakan pagelaran wayang kulit an 

permainan judi pada perayaan hari-hari besar. Motivasi para biro ini adalah 

adanya komisi yang diberikan oleh pengusaha swasta.  Apabila mereka 

mendapatakan seorang buruh, mereka akan mendapat bayaran dari agen 

senilai dengan bayaran 266 hari kerja para buruh di Jawa.
65

 Tentu saja 

pekerja yang mereka cari adalah orang-orang jawa yang buta huruf dan 

tidak berpendidikan. 

Penduduk Jawa yang akan bekerja di Sumatera harus melakukan 

pendaftaran terlebih dahulu kepada biro imgrasi. Mereka menyiapkan 

berkas-berkas dengan tidak jarang harus mengeluarkan uang. Setelah 

dinyatakan dapat bekerja para tenaga kerja harus mematuhi peraturan yang 

disebut dengan Koeli Ordonantie. Undang-undang ini dibuat atas 

permintaan pengusaha swasta pemilik perkebunan tembakau di Sumatera 

untuk wewenang mengatur tenaga kerjanya sendiri. Undang-Undang Koeli 

Ordonantie dikeluarkan oleh Buitenzorg (Bogor) pada tanggal 13 Juli 1880. 

Peraturan ini berisi tentang bagaimana detail model kontrak yang bisa 

dijalankan. Undang-Undang ini tertulis pada Staatsblad (lembar negara) 

nomor 133 tahun 1880.  

Penduduk Jawa yang akan bekerja harus membuat perjanjian 

tertulis dengan pihak pengusaha terlebih dahulu. Data awal yang harus 

dicatat adalah nama, usia, kebangsaan dan alamat asal. Mereka juga harus 
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 Andi Suwirta, “Buruh Perkebunan Di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah, Jurnal 

Pendidikan Sejarah, Nomor 5 (Juni, 2002), 7. 
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mengetahui nama perusahaan diman ia akan bekerja, beserta alamatnya. 

Kemudian membuat kesepakatan hak dan kewajiban kedua belah pihak 

yang harus ditulis secara detail dan lengkap. Perjanjian ini masanya selama 

3 tahun. Pekerja harus mematuhi semua kewajibannya, yaitu dapat bekerja 

selama 10 jam dalam satu hari dan mengerjakan segala pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya. Selain itu mereka juga mendapat hak yang harus 

disepakati oleh kedua belah pihak. Pertama, Hak cuti, dalam sekali kontrak 

kerja para tenaga kerja boleh mengambil cuti selama 12 hari. Kedua, Hak 

pensiun; bila kontrak kerja sudah habis,  maka mereka berhak dikembalikan 

ke tempat asalnya. Ketiga, jika pekerja bersedia untuk mulai bekerja, maka 

mereka akan mendapat faislitas tempat tinggal dan perawatan kesehatan. 

Keempat, hak yang paling utama yang harus dimiliki para pekerja yaitu 

mendapat upah yang sudah ditawar dengan pengusaha secara teratur.
66

 

Selain hak dan kewajiban tenaga kerja, Koeli Ordonantie juga 

mengatur kewajiban bagi pengusaha yang merupakan hasil titik balik dari 

hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu wajib memberi upah secara teratur 

kepada para pekerja, menyediakan tempat tinggal dan jaminan perwatan 

kesehatan saat sakit, melengkapi identitas pekerja secara lengkap dengan 

kartu tanda tenaga kerja yang berisi; nama pekerja, tanggal mulai bekerja, 

dan masa kontrak kerja.  Pengusaha juga harus memberikan izin tertulis 

kepada tenaga kerja untuk mengajukan keluhannya kepada pemerintah 
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 Yasmis, “Kuli Kontrak Di Perkebunan Tembakau Deli-Sumatera Timur Tahun 1880-1915”, 

(Skripsi, Universitas Indonesia, Depok 2007), 23. 
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daerah. Yang terakhir jika masa kontrak kerja sudah habis, pengusaha wajib 

menanggung seluruh biaya pulang tenaga kerja. 

Untuk memberikan keamanan bagi kedua belah pihak pemerintah 

dalam Undang-Undang Koeli Ordonantie juga memiliki aturan pelaksanaan 

perjanjian kontrak antara pengusaha dan tenaga kerja serta sangsi-sangsi 

bila kedua belah pihak melakukan penyimpangan, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat perjanjian tertulis dengan ditandatangani pengusaha dan 

tenaga kerja di Sumatera Timur atau di tempat lain yang sudah 

memenuhi persyaratan 

b. Menyerahkan akta kontrak kerja kepada pemerintah setelah tenaga kerja 

berada di perkebunan selama delapan hari 

c. Membayar satu gulden untuk setiap satu pendaftaran yang disetorkan ke 

kas negara 

d. Membuat akta perjanjian yang baru bila tenaga kerja ingin melakukan 

perpanjangan kontrak kerja 

e. Kontrak kerja dianggap batal bila masa kontrak sudah habis dan 

pengusaha tidak mematuhi kontrak kerja 

f. Pengusaha membuat catatan pemecatan delapan hari setelah kontrak 

bekerja habis kepada pemerintah daerah 

g. Bagi tenaga kerja yang melarikan diri akan ditangkap polisi kalau perlu 

secara paksa dan dibawa ke perkebunan lagi.  
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h. Membayar denda sebesar f 25 bagi tenaga kerja yang melawan atau 

mengancam pengusaha. Atau diganti dengan bekerja paksa pada proyek 

umum tanpa upah maksimal 12 hari 

i.  Pekerja yang melanggar kontrak sekali akan dituntut sesuai keluhan 

pemilik atau administratur perkebunan. Dimaafkan apabila pekerja mau 

kembali bekerja ke pengusaha. 

j. Pekerja yang melanggar kontrak dua kali akan dijatuhi hukuman kerja 

paksa tanpa rantai selama tiga bulan sampai satu tahun. 

k. Bila pengusaha melanggar kontrak seperti mempekerjakan pekerja lebih 

dari 10 jam, maka dikenakan hukum penjara atau membayar denda 

maksimal f 100. Denda ini akan digunakan untuk penampungan bagi 

kuli yang melarikan diri.
67

 

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak ini tidak jarang pengusaha 

perkebunan dan perangkatnya melakukan pelanggaran. Pengajuan pekerja 

untuk menaikkan upah tidak pernah dihiraukan. Apabila para pekerja atau 

kuli ini melanggar diberi hukuman yang tidak sebanding dengan kesalahan 

yang mereka perbuat. Biasanya hukuman yang diberikan adalah penjara, 

namun bentuk hukuman lain yang pekerja terima, seperti potong gaji atau 

kerja paksa dengan waktu yang bervariasi. Kesalahan pekerja yang 

menimbulkan hukuman ini karena salah memotong daun tembakau. 

Memang sesuai dengan Koeli Ordonantie ada pernyataan jika pekerja 

melakukan kesalahan sebagai hukumannya sesuai dengan keluhan pemilik. 
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 Ibid., 27. 
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Akan tetapi yang dilakukan para pemilik perkebunan ini dirasa banyak 

pihak tidak sebanding.  

Selain mendapat perlakuan hukum yang tidak sebanding, para 

pekerja ini juga mendapatkan kehidupan yang keras di perkebunan. Banyak 

dari mereka yang melarikan diri tetapi ditangkap dan di bawa ke perkebunan 

kembali serta mendapatkan hukuman. Sebagian besar juga dari mereka tidak 

berani melarikan diri karena sudah terikat dengan Koeli Ordonantie yang 

telah disepakati.
68
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BAB IV 

DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG AGRARIA 1870 

TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI KOMUNITAS ARAB 

DI AMPEL SURABAYA 

 

Menurut Abdul Syani, sosial-ekonomi merupakan kedudukan atau posisi 

seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, 

pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi.
69

 

Aktivitas sosial-ekonomi komunitas Arab dimulai sejak kedatangannya di Surabaya. 

Asal mula kedatangan mereka di Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Mereka 

diperkirakan datang  pada abad ke-11. Pendapat ini dibuktikan dengan ditemukannya 

batu nisan Fatimah Binti Maimun di Leran Gresik berangka tahun 475 H (1082 M). 

Pendapat lain mengatakan mereka datang pada abad ke-13. Hal ini dikaitkan dengan 

masa puncak kejayaan Majapahit. Saat itu ditemukan banyak batu nisan bercorak 

Islam di Troloyo (Trowulan).
70

 

Pendapat selanjutnya mengatakan kedatangan Komunitas Arab di Surabaya 

sering dikaitkan dengan proses penyebaran Islam di Nusantara pada abad 13-16 M. 

Seperti yang dikutip oleh Badri Yatim, menurut Tom Pires orang-orang Arab datang 

ke Surabaya bersamaan dengan banyaknya orang kafir di sepanjang pesisir pulau 

Jawa. Mereka mulai berdakwah dan mendirikan masjid-masjid kemudian menetap di 

sana.
71
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 Abdul Syani, Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 17. 
70

 Tri Joko Sri Haryono, “Integrasi Etnis Arab Dengan Jawa Dan Madura Di Kampung Ampel 

Surabaya”, BioKultur, Nomor 1 (Januari-Juni, 2013), 15. 
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Komunitas Arab dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Surabaya 

karena adanya fakta Sunan Ampel yang telah berjasa banyak bagi masyarakat 

Surabaya terutama melalui pendidikan. Masyarakat juga beranggapan setiap orang 

Arab yang datang pasti berkepribadian baik. Karena kedatangan Islam yang mereka 

bawa mampu menghapuskan kasta-kasta yang sebelumnya mengikat masyarakat. 

Selain dalam rangka dakwah, komunitas Arab juga memiliki motivasi 

berdagang di Surabaya yang saat itu menjadi lalu lintas perdagangan Asia. 

Hadramaut sebagai wilayah asli komunitas Arab tidak mendukung persediaan 

pangan dan konsumsi masyarakat karena termasuk wilayah pegunungan. Selain itu 

situasi ini diperparah dengan adanya perang antar suku, perselisihan keluarga, 

pencurian dan perampokan  yang terjadi di daerah dataran Arab. Keadaan ini 

menyebabkan banyak masyarakat hadramaut yang berdatangan ke Indonesia 

terutama sejak dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Pelayaran dengan kapal 

uap antara Eropa menuju Arab mengalami perkembangan pesat. Selanjutnya kapal-

kapal Eropa itu menuju Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
72

 

Komunitas Arab untuk selanjutnya terkonksentrasi di Perkampungan Ampel 

Surabaya. Kampung ini berdekatan dengan pelabuhan Kalimas dan kompleks makam 

Sunan Ampel yang menjadi pusat dari perkampungannya. Pemilihan Ampel sebagai 

tempat tinggal tidak terlepas dari posisi wilayah ini sebagai kota dagang. Adanya 

sungai Kalimas sebagai pelabuhan internasional dan Pasar Pabean yang menjadi 

                                                           
72
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pasar terbesar dan tertua se-Indonesia bahkan se-Asia menjadikan kota Surabaya 

pusat perdagangan yang kompleks.
73

 

 

A. Kerugiaan Yang Diterima Komunitas Arab Ampel Surabaya 

Komunitas Arab dikenal memiliki toleransi yang tinggi dan tidak ingin 

menyinggung perasaan orang lain. Hal ini menjadi sebab mudahnya mereka 

dalam beradaptasi dan berkembang.
74

 Perkembangan ini terlihat dari data di kota 

Surabaya pada tahun 1870 ada sekitar 1.626 jiwa yang mengalami peningkatan 

menjadi 2.056 jiwa di tahun 1885.
75

 Pertambahan ini lebih banyak disebabkan 

proses migrasi daripada kelahiran. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan data 

perkembangan komunitas Arab di Surabaya dalam tabel sebagai berikut 

Jenis Kelamin 
Tempat Kelahiran 

Jumlah 
Arab Indonesia 

Laki-laki 218 220 438 

Wanita - 236 236 

Anak-anak 10 461 471 

Jumlah 228 917 1.145 

Sumber: Berg, 1989 seperti yang dikutip La Orde Rabani  

Berikut Tabel Pertumbuhan penduduk Arab di Surabaya  

 

Tahun 
Dewasa Anak-anak 

Jumlah 
Lk Pr Lk Pr 

1892 680 417 468 366 1.931 

1893 767 413 503 389 2.062 

1894 805 412 505 403 2.125 

1895 868 426 535 433 2.262 

1896 905 424 551 452 2.332 

1897 881 435 555 463 2.334 
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 Livia Santoso, “Perancangan Fotografi Kehidupan Pasar Pabean Surabaya”, Jurnal DKV Adiwarna, 

Nomor 6 (2015), 2. 
74

 Haryono, “Integrasi Etnis Arab Dengan Jawa Dan Madura Di Kampung Ampel Surabaya”,  18. 
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 Maslakhatul Khurul Aini, “Masyarakat Arab Islam Di Ampel Surabaya Dalam Struktur Kota 

Bawah Tahun 1816-1918”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013), 43. 
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1898 930 492 599 503 2.524 

1899 986 503 650 520 2.659 

1900 908 688 620 575 2.791 

1901 909 656 623 573 2.761 

1902 921 618 609 549 2.697 

Sumber: Gewestelijk Bestuur der Residentie Soerabaja. 

Afdeeling Secretarie No 12497/24. Bijlagen. 2.
76

 

 

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870, komunitas Arab 

Surabaya tidak dapat melakukan aktifitas seperti semula. Pemerintah banyak 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan karena rasa Islam fobia. Apalagi melihat 

kedekatan mereka dengan penduduk pribumi menimbulkan kecemburuan dan 

kekhawatiran bagi Pemerintah Kolonial.  

Komunitas Arab Surabaya sejak awal kedatangannya memusatkan 

perhatian pada profesi pendakwah dan pedagang. Menururt L.W.C. Van Den 

Berg seperti yang dikutip oleh La Orde Rabani, mengatakan bahwa aktifitas 

ekonomi komuniats Arab berada pada taraf penjual eceran keliling. Ada juga 

yang menjajakan jualannya di toko-toko mereka. Barang yang mereka jual 

adalah barang-barang yang mereka datangkan dari luar, tidak jarang juga berasal 

dari tempat asal mereka. Komoditi utamanya yaitu cita katun dan katun India. 

Selain itu komunitas Arab juga menjual berlian, batu permata, aneka komoditi 

impor dari Eropa, seperti emas, perak, arloji, makanan yang diawetkan, 

tembikar, dan berbagai barang dari logam. Komunitas Arab dalam bidang 

perdagangan menjadi penjual perantara sama seperti Cina antara Penduduk 

Eropa dan pribumi. Mereka menjual kain pelekat dari India dan kain Jerman, 

bahan bangunan, mengimpor kuda dari Sumba dan kain tenunnya dan menjadi 

                                                           
76

 Rabani dan Artono, “Komunitas Arab : Kontinuitas Dan Perubahannya Di Kota Surabaya 1900-

1942”, 119. 
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pemborong firma impor Eropa. Karena usaha keras komunitas Arab, mereka 

dapat mendirikan pabrik kecil, percetakan, dan usaha bioskop.  

Di Surabaya komunitas Arab menguasai usaha 1000 dokar. Keadaan ini 

dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk pribumi yang pada akhirnya 

semakin menguatkan ikatan interaksi antar kelompok.
77

 Komunitas Arab dapat 

cepat berbaur dengan penduduk pribumi karena disebabkan beberapa faktor 

berikut. Pertama, kebiasaan mereka bepergian jauh untuk berdagang, kedua 

hubungan intelektual dengan jaringan ulama yang menjadikan mereka 

intelektual internasional, ketiga penguasaan bahasa Arab, keempat karakteristik 

mereka yang kosmopolitan sehingga tidak dianggap sebagai kelompk asing.
78

 

Banyak di antara komunitas Arab ini yang kemudian sukses dalam 

perdagangannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanah dan gedung yang 

menjadi hak milik komunitas Arab.
79

 Keadaan ini menyebabkan muncul rasa 

khawatir dan cemburu dikalangan pemerintah Kolonial. Bahkan pemerintah 

beranggapan kondisi ini akan membahayakan perkonomiannya yang sudah 

direncanakan. Untuk mencegahnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan 

bagi komunias Arab Surabaya. 

Pemerintah Belanda mendatangkan orang Arab Baduwi untuk menyaingi 

orang Arab Habaib yang sudah menetap lama di Surabaya. Orang Arab Baduwi 

dijadikan pemeirntah kolonial sebagai perantara perdagangan dari hasil panen 

penduduk pribumi dengan orang Eropa. Mereka kemudian memegang kendali 
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 Ibid., 124. 
78

 Safira dan Ali Haidar, “Perkembangan Komunitas Pedagang Arab Di Surabaya Tahun 1870-1928”, 

Jurnal Pendidikan Sejarah, Nomor  1 (Maret, 2014), 235. 
79
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kegiatan pertanian dan industri berskala kecil dan menengah. Dari kegiatan ini 

orang Arab Baduwi mendapat banyak keuntungan sehingga mereka juga 

membuat usaha peminjaman uang bagi penduduk pribumi yang memang saat itu 

menjadi kelompok yang sangat terpuruk. Karena banyak yang tidak dapat 

membayar hutang sesuai waktu, kebiasaan orang Arab Baduwi menyita sawah 

atau rumah mereka. Praktek ini yang kemudian di gaungkan Pemerintah 

Kolonial untuk merusak citra orang Arab Habaib.
80

  

Pemerintah Kolonial melakukan pemberitaan dengan gencar melalui 

media massa tentang praktek yang dilakukan oleh orang-orang Arab Baduwi 

yang dikenal dengan Riba. Sebagai contohnya terdapat praktek riba di Jember 

Jawa Timur. Seorang Arab Baduwi meminjamkan uang 200 gulden. Ia meminta 

dibayar selama 10 bulan sebesar 500 gulden. Pemberitaan lainnya dibuktikan 

dengan suara rakyat pada  Surat Kabar Bintang Soerabaia (23/1/1904) seperti 

yang dikutip oleh Samidi dalam Artikelnya: 

“Singkek-singkek Arab sekarang soeda moelai banjak lagi masoek 

kloewar dalem kampoeng mendjalanken mindringan barang dan oewang 

rentenan, itoe anak negri gampang sekali menarik hatinja boewat 

pindjem apa apa sama Arab itoe jang mana achirnja keberatan dirinja 

sendiri, inilah di koewatirkan keroesaken bagi anak boemi jang koerang 

ingetan di blakang harinja.”
81

 

 

Dengan cara demikian orang-orang Arab Baduwi dapat menjadi tuan 

tanah dengan cepat hasil dari menyita sawah atau rumah para peminjam yang 

                                                           
80

Anik Mukardaya, “Komunitas Masyarakat Arab DI Ampel Surabaya (Sejarah Munculnya 
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2004), 34. 
81

 Samidi, “Surabaya Sebagai Kota Kolonial Modern Pada Akhir Abad Ke-19: Industri, Transportasi, 
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gagal mengembalikan uang sesuai waktu yang disepakati.
82

 Karena berita-berita 

ini penduduk pribumi mulai banyak yang mempertanyakan darimana asal 

kekayaan orang-orang Arab. Tidak hanya Arab Baduwi tetapi juga para Arab 

Habaib yang terkena imbasnya.  

Aturan ini semakin menyulitkan kelompok Arab semenjak ditetapkannya 

Undang-Undang Agraria 1870. Terdapat larangan membeli hak milik pribumi 

oleh orang asing. Dengan pernyataan “bahwa pemindahan hak atas tanah orang 

Indonesia asli (pribumi) kepada orang-orang non-pribumi dinyatakan tidak sah”. 

Penyebabnya tidak hanya kekhawatiran pemerintah terhadap kelompok Arab, 

akan tetapi didukung dengan fakta kelompok Cina dan Eropa yang sering 

mengincar tanah-tanah pribumi.
83

 

Selain itu Pemerintah Kolonial juga membuat kebijakan secara tertulis. 

Pada tahun 1854 Pemerintah Kolonial sudah membuat Undang-Undang yang 

menyatakan tentang pelapisan sosial. Kebijakan ini memuat aturan bahwa etnis 

Eropa berada pada lapisan pertama. Orang-orang Timur Asing seperti Arab, 

Cina dan Melayu berada pada lapisan kedua, dan sebagai lapisan terakhir yaitu 

pribumi. Orang-orang Eropa masih terpengaruh dengan anggapan umum bahwa 

orang kulit putih memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang berwarna.  

Pelapisan ini juga terlihat dari pembedaan pekerjaan masing-masing 

golongan. Kelompok Eropa berperan sebagai pemilik perusahaan, industru, 

perkebunan dan pemilik modal. Juga menguasai bidang pemerintahan dan 

                                                           
82

 Safira dan Ali Haidar, “Perkembangan Komunitas Pedagang Arab Di Surabaya Tahun 1870-1928”, 

240. 
83
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profesi-profesi tinggi lainnya. Kelompok Timur Asing (Arab, Cina, Melayu) 

bekerja sebagai pedagang perantara dan pemberi pinjaman uang kepada buruh. 

Sedangkan pribumi hanya sebagai buruh dan tidak banyak yang dapat memiliki 

perkebunan. Aturan ini terus berlanjut sampai dilaksanaknnya Undang-Undang 

Agraria 1870.  

Dengan adanya aturan di atas, pemerintah melaksanakan politik segregasi 

yakni suatu aturan pemisahan, pengecualian dan pengucilan suatu golongan 

terhadap golongan lain. Hal ini mengacu paa Exhorbitante Rechten yang 

merupakan hak bagi gubernur jenderal untuk menentukan tempat tinggal bagi 

golongan-golongan penduduk Hindia Belanda. Sebagai pembatasnya adalah 

jembatan merah. Kelompok pemukiman Eropa berada di sebelah barat sedang 

kelompok Timur Asing dan pribumi berada di sebelah timur jembatan. Lebih 

spesifiknya kelompok Belanda dan Eropa berada di sekitar Jembatan Merah dan 

Simpang. Pemukiman mereka dilengkapi fasilitas yan memadai seperti jalan 

aspal, listrik, air bersih dan lain-lain. Keadaan ini yang kemudian menjadikan 

kawasan pemukiman Belanda dan Eropa sebagai pusat kota dan pusat 

pergadangan. Pemukiman kelompok Timur Asing berada di seberang Jembatan 

Merah, orang Cina terkonsentrasi di sekitar Kembang Jepun, Kapasan, dan Pasar 

Atom. Komunitas Arab di sekitar Masjid Ampel. Yang terakhir adalah 

pemukiman pribumi. Mereka hanya tinggal di tanah-tanah yang tersisa atau 

dibalik gedung-gedung Eropa. Keadaan ini yang kemudian menimbulkan 
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berbagai macam penyakit pada masyarakat pribumi.
84

 Apabila diantara 

kelompok-kelompok ini kecuali Eropa melakukan pelanggaran dengan tinggal di 

luar wilayah yang ditentukian, akan dikenakan hukuman penjara atau denda 

sebesar f.25-f.100 dengan diberi batas waktu tinggal. 

Dalam pendapat lain mengatakan kelompok Arab bukan disebut sebagai 

kelompok Timur Asing. Mereka tinggal di kawasan tersendiri yang disebut 

kawasan Ampel dengan dibawah pimpinan sendiri. Kelompok-kelompok selain 

Eropa tinggal di luar benteng yang kemudian disebut kota bawah atau kota lama. 

Sementara kelompok Eropa tinggal di pusat kota dengan dikelilingi tembok.
85

 

Sesuai dengan staatsblad nomor 83 tahun 1873 kelompok Timur Asing 

ketika keluar dari kawasan pemukiman harus membawa kartu tanda jalan. Bila 

tidak membawa kartu ini akan diberikan sanksi hukuman atau denda 10 gulden. 

Pendapat lain mengatakan mereka harus membayar Pas Jalan (Witzen En Passen 

Stelsel).
86

 Pemerintah Kolonial juga membentuk lembaga khusus yaitu Het 

Kantoor Vor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi). Kebijakan-kebijakan 

ini terkadang membuat kelompok Arab sulit untuk bergerak terutama di bidang 

ekonomi. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memantau aktifitas ekonomi, 

sosial, dan politik kelompok Timur Tengah khususnya komunitas Arab. Untuk 

mempermudah pengawasan maka pemerintah akan menunjuk seorang  dari 

kelompok Arab yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan 
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85

 Samidi, “Surabaya Sebagai Kota Kolonial Modern Pada Akhir Abad Ke-19: Industri, Transportasi, 
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pengawasan terhadap warga Arab serta pribumi yang ada di daerahnya.
87

 Jika 

jumlah yang dipimpin lebih dari 600 orang maka nama ketuanya adalah Kapten 

Arab. Jika jumlahnya 300-600 orang nama pimpinanya Letnan Arab. Dan jika 

kurang dari 100 nama pimpinannya adalah Ketua. 

B. Keuntungan Bagi Komunitas Arab Ampel Surabaya  

 Kebijakan-kebijakan yang sudah peneliti sebutkan awal mulanya 

memberikan dampak yang mengarah ke bentuk negatif dan kurang 

menguntungkan bagi kelompok Arab. Namun karena kebijakan ini juga mereka 

berusaha mencari alternatif yang semakin memajukan kehidupan kelompok 

Arab. Merasa dibatasi dalam bidang ekonomi mereka mulai bergerak di bidang 

lain, salah satunya yaitu pendidikan.  

Karena diskriminasi yang diberikan Pemerintah Kolonial terhadap 

komuintas Arab Ampel Surabaya, mereka mulai bersatu dan mengadakan 

perlawanan kultural terhadap kebijakan Pemerintah Kolonial. Dalam bidang 

pendidikan Pemerintah kolonial melakukan politik asosiasi. Semua sekolah 

harus mengutamakan budaya Belanda. Hal ini tidak lain karena Islam fobia yang 

dimiliki pemerintah belanda. Mereka menganggap Islam di Nusantara bukanlah 

Islam sebatas agama, tetapi seakan-akan Negara dalam Negara. Otomatis yang 

menjadi pusat perhatian pertama adalah komunitas Arab dan keturunan-

keturunannya. Apalagi dipicu dengan kedekatan komunitas Arab dengan 

pribumi yang semakin mengkhawatirkan Pemerintah. 

                                                           
87

 Hosniyah, “Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab Di Malang 1900-

1935”, Jurnal Pendidikan Sejarah, Nomor 3 (Oktober, 2016), 971. 
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Perlawanan komunitas Arab Ampel Surabaya diwujudkan dengan 

pendirian sekolah khsusus orang-orang Arab yang diberi nama Jamiat Kheir. 

Didirikan pada tahun 1904 yaang bertujuan memajukan pendidikan orang-orang 

Arab tanpa harus menggunakan budaya Barat atau pendidikan Barat. Mereka 

memenuhi perpustakaan dengan berbagai publikasi dari Timur Tengah dan 

menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. 

Dalam perjalannya sekolah ini tidak dapat berkembang dengan baik. 

Komunitas Arab tetap komitmen untuk mendirikan sekolah-sekolah bernuansa 

Islam. Akhirnya mereka mendirikan sekolah yang disebut AL-Irsyad. Sekolah ini 

ditujukan untuk orang-orang Arab dan masyarakat pribumi. Sekolah ini 

mengembangkan pendidikan bentuk modern sesuai dengan ramainya 

perkembanagn pemikiran mmodern di Mesir seperti yang diusung oleh tokoh 

Muhamaad Abduh dan Rasyid Ridha.
88
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang sudah peneliti ungkap di 

bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Undang-undang Agraria ditetapkan oleh seorang menteri jajahan 

Engelbertus de Waal pada tahun 1870. Alasan ditetapkannya adalah karena 

banyaknya penyelewengan pada masa Sistem Tanam Paksa yang dilakukan  

oleh bupati desa. Krisis Sistem Tanam Paksa ini bertepatan dengan 

berkembangnya pemikiran Liberal yang menginginkan sistem ekonomi 

bebas. Dengan demikian pada tahun 1870 dimunculkan Undang-Undang 

Agraria sebagai respon dan mengartikan dimulainya sistem ekonomi 

Liberal. Undang-Undang ini berisi tentang pelarangan pemerintah dalam hal 

menjual tanah untuk melindungi hak-hak pribumi. Selain itu Undang-

Undang ini juga bertujuan memudahkan pengusaha swasta dalam 

mengembangkan usaha dan industrinya di Nusantara dengan cara pemberian 

modal dan menyewa tanah. 

2.  Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 dapat dilihat pada Aturan Agraria 

(Agrarische Besluit). Aturan ini difokuskan untuk Jawa yang berisi tentang 

tiga topik utama. Pertama, tentang hak atas tanah. Kedua, tentang pelepasan 

Hak. Ketiga, tentang aturan campuran mengenai tanah-tanah di luar Jawa. 

Aturan lain dari Undang-Undang Agraria 1870 yakni tentang pemberian 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 
 

Hak Erfpacht. Isu terpenting dari hak ini adalah pemberian jangka waktu 

penyewaan tanah oleh pengusaha swasta diperpanjang menjadi 75 tahun.  

3. Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 dalam faktanya memberikan 

dampak positif dan negatif bagi Komunitas Arab di Ampel Surabaya. Ketika 

mereka keluar dari wilayahnya harus membawa kartu Jalan agar 

memudahkan pemerintah dalam mengawasinya. Selain itu pelarangan 

pembelian tanah dari pribumi kepada non-pribumi juga menyebabkan 

lambatnya perekonomian komunitas Arab Ampel Surabaya. Kebijakan-

kebijakan ini dianggap mendiskriminasi komunitas Arab yang membuat 

mereka melakukan perlawanan melalui budaya. Mereka mendirikan 

sekolah-sekolah khusus Arab dan pribumi seperti Jamiat Kheir dan AL-

Irsyad.  

B. Saran  

1. Dalam pengumpulan sumber-sumber primer, peneliti banyak mendapatkan 

dari Badan Kearsipan dan Perpustakaan daerah Jagir Wonokromo. Arsip-

arsip tersebut tidak sedikit yang wujud fisiknya hancur. Dengan ini peneliti 

berharap kepada para petugas Badan Kearispan agar lebih memperhatikan 

lagi pemeliharaan arsi-arsip yang ada.  

2. Bagi Komunitas Arab Ampel Surabaya dengan penelitian tentang pengaruh 

Undang-Undang Agraria ini diharapkan dapat dipahami kembali fakta-fakta 

sejarah yang pernah terjadi. Hal ini dapat dijadikan pengetahuan atau lebih 

lanjut menjadi pelajaran untuk kehidupan masa depan. 
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3. Dalam penelitian skripsi ini penulis rasa masih banyak yang harus diungkap 

terutama tentang penerapan Undang-Undang Agraria 1870 di Luar Jawa. 

oleh karena itu penulis berharap kepada para pembaca utamanya Mahasiswa 

SPI UIN Sunan Ampel Surabaya untuk dapat dilanjutkan penelitian 

mengenai Undang-Undang Agraria 1870 dan segala kelengkapannya.  
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